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Sulijati, S. 310207024, 2008. Analisis Putusan Hakim Dalam Gugatan 
Praperadilan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kudus ( Telaah Yuridis 
Putusan Hakim Praperadilan Dalam Prespektif Hukum & Kebijakan 
Publik )  
Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis putusan 
hakim praperadilan dalam gugatan perkara pidana di Pengadilan Negeri Kudus, 
yaitu Putusan Nomor 01/Pid.Pra/2005/PN.Kds dan Putusan Nomor 02 / Pid.Pra/ 
2005/PN Kds.  
   Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah doktrinal, dengan 
mendasarkan pada konsep hukum yang ke-3 Bentuk penelitian yang digunakan 
adalah diagnostik. Analisis datanya menggunakan analisis kualitatif.  
   Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan sehubungan 
dengan masalah yang dikaji dengan teori bekerjanya hukum, dapat disimpulkan 
bahwa faktor-faktor yang menyebabkan tidak dikabulkannya praperadilan oleh 
hakim Pengadilan Negeri Kudus sebagai berikut (1) adanya ketentuan pasal 82, 
khususnya ayat 1 huruf c dan d, yang memberikan peluang pada hakim untuk 
tidak mengabulkannya/ menolak gugatan permohonan peradilan secara hukum, 
yaitu praperadilan dinyatakan gugur apabila perkara pokoknya sudah mulai 
diperiksa di sidang pengadilan; Berhasil / tidaknya upaya praperadilan 
sepenuhnya tergantung pada etikad baik / moral aparat penegak hukum, ha ini 
mengingat terbatasnya waktu pemeriksaan praperadilan yaitu selama 7 hari; 
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adanya kecenderungan lembaga praperadilan hanya dianggap sebagai test case 
terhadap kesungguhan aparat dalam penanganan kasus, atau  sengaja untuk dapat 
mengulur-ulur waktu sidang sampai perkara pokok sudah masuk ke pengadilan  
sehingga permohonan gugur demi hukum. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi 
kemandirian hakim dalam memutuskan perkara antara lain faktor internal dan 
faktor eksternal diri hakim yang bersangkutan.  
 Adapun konsekuensi dapat menimbulkan ketidak percayaan masyarakat 
terhadap lembaga praperadilan dan belum dapat terjaminnya perlindungan hak-
hak asasi masyarakat pencari keadilan, disamping itu dikhawatirkan akan 
menimbulkan ketidak pastian hukum.   
Disarankan perlunya penjelasan yang lebih konkret. khususnya yang 
dimaksud dengan ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c dan d, sehingga 
tidak menimbulkan perbedaan dalam penafsirannya. Diperlukan adanya lembaga 
pengawasan internal dan atau ekstenal, independen dan sanksi dalam perundang-
undangan bagi aparatur penegak hukum yang dengan sengaja menghambat dan 











Sulijati. S. 310207024. 2008. An Analysis of Judicial Verdict in Penal Case 
Pre-court Lawsuit at District Court of Kudus ( A Judicial Review on 
Judicial Verdict from Law and Public Policy Perspectives).  
Thesis. Graduate Program in Law. Sebelas Maret University 
 
The research find out and analyzed the judicial verdict, Verdict Number 
01/Pid.Pra/2005/PN.Kds, in penal case pre-court lawsuit at district court of 
Kudus. 
 The research is a doctrinal one based on the three concept of law. The 
research was diagnostic one and analyzed through qualitative method. 
 The results of the research show that the factors that hamper the issuance 
of judicial verdict in penal case pre-court lawsuit at district court of Kudus are as 
follows: (1)  the Provision Article 82, particularly sub-article 1 letter c and d, 
provides the judge a chance to reject a pre-court lawsuit. This is due to the fact 
that a pre-court lawsuit can be rejected when it has been taken into the court. The 
success of a pre-court lawsuit highly depends on the good will and integrity of 
the involved judges. This is due to the limited time (seven days) for the judges to 
review a pre-court lawsuit. Finally,  there is a tendency among the people that 
pre-court lawsuit is taken as a test case to see the good will of the judges 
involved in handling a case or to buy time for taking a case into court. By doing 
so, there is a chance for a case in question will be closed down legally. As a 
result, this situation tends to make the society distrustful of the pre-court and to 
flourish law uncertainty among the society. 
Therefore, this research suggests that there should be a concrete 
explanation on the interpretation of the Provision Article 82, sub-article (1) letter 
c and d in order to minimize its misinterpretation. An internal supervisory should 













BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah.  
Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan 
fundamental, baik secara konsepsional maupun secara implementasi 
terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Perubahan 
sistem peradilan ini mengakibatkan pula adanya perubahan dalam cara 
berpikir, dan mengakibatkan pula perubahan sikap dan cara bertindak para 
aparat penegak hukum secara keseluruhan.  
Dalam upaya untuk menjamin agar ketentuan-ketentuan dalam 
KUHAP tersebut dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang dicita-
citakan, maka di dalam KUHAP diatur lembaga baru yang dinamakan 
dengan Praperadilan. Lembaga ini berkaitan langsung dengan perlindungan 
terhadap hak-hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana 
pengawasan secara horizontal.  
Sebagaimana telah dimaklumi bahwa sejak berdirinya Negara 
Hukum Republik Indonesia, perundang-undangan hukum acara pidana yang 
berlaku di Indonesia adalah hukum acara pidana warisan pemerintah 
kolonial Belanda yang terkenal dengan nama HIR / Het Herziene Inlandsch 
Reglement ( Staatsblad Tahun 1941 No. 44 ). 
Ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam HIR dirasakan dan 
dinilai tidak sesuai dengan jiwa dan cita-cita hukum yang terkandung dalam 
dasar Negara Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum 
dan penjabarannya telah dituangkan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh 
UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945 Negara Republik Indonesia adalah 
Negara Hukum ( rechsstaat / constitsionalstate ) yang menjunjung tinggi 
hak asasi manusia ( HAM ) serta menjamin segala warga Negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung 
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hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oleh karena 
ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam HIR dirasakan 
kurang menghargai hak asasi manusia, maka Pemerintah RI bersama-sama 
DPR-RI berupaya melakukan pembaharuan hukum acara pidana dengan 
mencabut HIR dan menggantinya dengan undang-undang hukum acara 
pidana baru dengan perumusan Pasal-Pasal dan ayat-ayat yang menjamin 
pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang sejak tanggal 23 
September 1999 telah diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999. 
Undang-undang hukum acara pidana yang baru tersebut mulai 
berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981 dengan nama Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Dalam upaya untuk menjamin 
agar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP tersebut dapat terlaksana 
sebagaimana yang dicita-citakan, maka didalam KUHAP diatur lembaga 
baru dengan nama praperadilan sebagai pemberi wewenang tambahan 
kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-
kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa ( penangkapan, 
penahanan, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain ) yang dilakukan oleh 
penyidik dan penuntut umum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
keberadaan praperadilan berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap 
hak-hak asasi manusia yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan 
secara horizontal, atau dengan kalimat yang lebih tegas dapat dikatakan 
bahwa diadakannya praperadilan mempunyai maksud sebagai sarana 
pengawasan horizontal dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap 
hak-hak asasi manusia terutama hak asasi tersangka dan terdakwa. 
Kehadiran lembaga praperadilan sama halnya dengan kelahiran 
KUHAP disambut dengan penuh kegembiraan oleh segenap bangsa 
Indonesia pada umumnya dan warga masyarakat pencari keadilan pada 
khususnya terutama warga masyarakat yang berstatus sebagai tersangka dan 
atau terdakwa. Akan tetapi sangat disayangkan meskipun keberadaan 
lembaga praperadilan tersebut telah berusia lebih dari dua puluh tahun 
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ternyata dalam praktek hukum selama ini warga masyarakat pencari keadilan 
yang berupaya memohon perlindungan hukum kepada lembaga praperadilan 
sebagian besar belum mencapai keberhasilan sebagaimana yang diharapkan.  
Praperadilan adalah lembaga baru yang lahir bersamaan dengan 
kelahiran KUHAP ( UU No. 8 Tahun 1981 ). Praperadilan bukan lembaga 
peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari pengadilan negeri, 
karena dari perumusan Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP dapat diketahui 
bahwa praperadilan hanyalah wewenang tambahan yang diberikan kepada 
pengadilan negeri ( hanya kepada Pengadilan Negeri ). 
Pengadilan Negeri ( PN ) sebagai peradilan umum merupakan salah 
satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan 
mempunyai tugas dan wewenang memeriks, memutus atau mengadili dan 
menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama ( Pasal 
2 jo Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 ). 
Di samping tugas dan wewenang pokoknya mengadili dan 
menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata kepada pengadilan negeri 
oleh KUHAP diberikan wewenang tambahan berupa praperadilan yaitu 
wewenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan / kasus yang terjadi 
dalam penggunaan wewenang upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik 
dan penuntut umum sebagaimana diatur dalam KUHAP BAB X Bagian 
Kesatu Pasal 77 s/d 83 dan BAB XII Bagian Kesatu dan Kedua Pasal 95, 96 
dan 97. 
Wewenang praperadilan yang diberikan kepada pengadilan negeri 
adalah wewenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan 
yang diatur dalam KUHAP tentang : 
a. sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan; 
b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan    
( Pasal 77 huruf a KUHAP ); 
c. sah atau tidaknya pemasukan rumah, penggeledahan dan atau penyitaan    
( Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 95 ayat (2) KUHAP ); 
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d. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara 
pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau pada tingkat 
penuntutan ( Pasal 77 huruf b KUHAP ). 
Akan tetapi sangat disayangkan meskipun keberadaan lembaga 
praperadilan tersebut telah berusia lebih dari dua puluh tahun ternyata dalam 
praktek selama ini tidak menutup  dimungkinkannya adanya diskriminasi / 
penyimpangan dalam pelaksanaannya.  
Salah satu contoh konkret adalah gugatan praperadilan dengan  
diterbitkannya Surat Keputusan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan        
( SKP 3 ) atas mantan Presiden Suharto atau Penghentian Penuntutan 
terhadap kasus BLBI oleh Kejaksaan Agung sehingga menimbulkan 
berbagai polemik yang menjadi perdebatan dalam masyarakat. Hal ini 
disebabkan karena untuk sah suatu penghentian penyidikan dan penuntutan 
diperlukan syarat formal dan syarat material, dimana pemenuhan syarat 
syarat material tersebut sepenuhnya tergantung pada penilaian lembaga / 
instansi yang berwenang melakukan penyidikan dan lebih bersifat subyektif. 
Oleh karena lebih bersifat subyektif ini tidak jarang dalam pelaksanaan 
prakteknya selalu menjadi perdebatan dan penafsiran yang berbeda antara 
pihak-pihak yang berperkara pada proses peradilan. 
Demikian juga masalah putusan mengenai hal-hal yang berkaitan 
materi praperadilan ( penyidikan, penahanan, penuntutan  dan sebagainya ), 
dimana di satu sisi proses peradilan pidana yang berasaskan suatu peradilan 
yang cepat, sederhana dan murah biaya, tetapi di sisi yang lain adanya 
kewenangan aparat penegak hukum ( khususnya Kepolisian dan Kejaksaan ) 
untuk melakukan kewenangannya dalam proses peradilan tersebut. Hal ini 
yang sering  menjadi bahan perdebatan disamping sorotan masyarakat yang 
dapat menimbulkan presepsi mengenai keseriusan kinerja aparat penegak 




Hal ini disebabkan tidak jarang terjadi aparat penegak hukum justru 
sengaja mengulur-ulur waktu dalam menangani perkara atau  mencari cari 
alasan untuk tidak melanjutkan proses perkara. Di sisi yang lain bagi pencari 
keadilan lembaga praperadilan tersebut merupakan satu-satunya jalan untuk 
mendapatkan kepastian hukum mengenai proses peradilan yang sedang 
dijalaninya sekaligus sebagai lembaga control kinerja aparat penegak hukum 
itu sendiri. Berbagai tanggapan tehadap proses praperadilan yang pada 
intinya mengatakan bahwa bahwa lembaga praperadilan belum efektif 
sebagai alat kontrol ( Kompas, 16 Agustus 2006 ) lembaga praperadilan 
tidak efektif dan belum bisa menerobos budaya hukum yang ada ( Kompas, 
16 Agustus 2006 ), penundaan sidang praperadilan yang mengakibatkan 
gugurnya permohonan praperadilan  menyalahi asas KUHAP ( Kompas, 20 
Oktober 2005 ), KUHAP lemah, Praperadilan Gugur ( Kompas 16 Maret 
2005 ) dan sebagainya.  
Keberadaan lembaga praperadilan yang lahir bersamaan dengan 
kelahiran KUHAP sebenarnya mempunyai maksud memberikan 
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia atau harkat dan martabat 
manusia terutama manusia pencari keadilan dan sekaligus bertujuan dan 
berfungsi sebaga sarana pengawas horizontal terhadap aparat penegak 
hukum agar tidak menggunakan wewenangnya secara sewenang-wenang. 
Namun sebagian besar masyarakat pencari keadilan merasakan dan menilai 
bahwa keberadaan praperadilan belum berfungsi sebagaimana yang dicita-
citakan KUHAP yaitu untuk memberikan kontrol terhadap tindakan aparat 
penegak hukum (  Kuffal, 2004 : 290 ).  
Hal ini terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 
01/Pid.Pra/2005/PN Kudus dan Nomor 02/Pid.Pra/2005/PN Kudus dimana 
Hakim memberikan keputusan menolak permohonan terhadap perkara 
praperadilan dengan alasan bahwa praperadilan tersebut dianggap gugur 
karena perkara pokok telah dianggap masuk dalam pemeriksaan di sidang 
pengadilan. Hal tersebut bukan saja merugikan kepentingan terdakwa / 
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tersangka akan tetapi lebih jauh keputusan ini dinilai tidak adil bagi para 
pencari keadilan.   
Untuk itulah penulis bermaksud untuk mengkaji putusan hakim 
praperadilan pada Pengadilan Negeri Kudus mengenai kewenangan  aparat 
penegak hukum dalam perkara pidana antara lain Putusan Pengadilan Negeri 
Kudus Nomor 01/Pid.Pra/2005/PN Kds dan Putusan Pengadilan Negeri 
Kudus Nomor 02/Pid.Pra/2005/PN Kds, yang menolak / tidak mengabulkan 
gugatan praperadilan pihak penggugat.  
Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti merasa tertarik untuk 
menulis proposal tesis dengan judul : “ Analisis  Putusan Hakim Dalam 
Gugatan Praperadilan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kudus ( Telaah 
Yuridis Mengenai Putusan Hakim Praperadilan Dalam Prespektif Hukum 
dan Kebijakan Publik ) “. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah tersebut di atas,  
dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :  
“ Mengapa Hakim Tidak Mengabulkan / Menolak  Gugatan Praperadilan 
Perkara Pidana Yang Diajukan Oleh Pihak Penggugat Ke Pengadilan 
Negeri Kudus tersebut ?   
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini meliputi berbagai dimensi antara lain untuk 
mengetahui : 
1. Mengapa Hakim dalam memberikan keputusan tidak mengabulkan / 
menolak gugatan praperadilan Perkara Pidana yang diajukan penggugat 
ke Pengadilan Negeri Kudus  
2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian Hakim  dalam 




D. Manfaat Penelitian 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik untuk 
kepentingan akademis maupun untuk kepentingan praktis.  
1. Manfaat Akademis 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi 
bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi 
pengembangan ilmu hukum pada khususnya.  
 
2. Manfaat Praktis 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
pemikiran dan wacana bagi para penegak hukum  ( khusus hakim ) dalam 
























A. Kerangka Teori 
Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting, 
dimana teori tersebut memberikan sarana untuk bisa merangkum serta 
memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang 
semula tampak tersebar dan berdiri sendiri, bisa disatukan dan ditunjukkan 
kaitannya satu sama lainnya secara bermakna. Teori adalah serangkaian 
praposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan bersusun dalam 
sistem deduksi, yang mengemukakan penjelasan atas gejala. Sedikitnya 
terdapa tiga unsur dalam suatu teori. Pertama, penjelasan tentang hubungan 
antara berbagai unsur dalam suatu teori. Kedua, teori menganut sistem 
deduktif, yaitu sesuatu yang bertolak dari sesuatu yang umum dan abstrak 
menuju suatu yang khusus dan nyata. Aspek kunci yang ketiga adalah 
bahwa teori memberikan penjelasan atas gejala yang dikemukakannya. 
Fungsi dari teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan 
pengarahan kepada penelitian yang akan dilakukan ( Sutan Remy Syadeini 
dalam Satjipto Rahardjo, 2000 : 24 ).    
Berkaitan dengan hukum, teori hukum merupakan kelanjutan dari 
suatu usaha dalam mempelajari hukum positif, dimana suatu teori 
dihadapkan dengan permasalahan yang terjadi dan ada di dalam masyarakat 
yang diatur oleh norma-norma tertentu. Pada saat orang mempelajari 
hukum positif, maka ia sepanjang waktu dihadapkan pada peraturan-
peraturan hukum dengan segala cabang kegiatan dan permasalahannya. 
Teori hukum hendak mengejar terus sampai kepada persoalan-persoalan 
yang bersifat hakiki dari hukum itu. Tugas teori hukum adalah membikin 
jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan 
filosofisnya yang tertinggi ( Satjipto Rahardjo, 2000 : 253-254 ) . 
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Teori hukum mempelajari tentang pengertian-pengertian pokok dan 
sistematika hukum. Pengertian-pengertian pokok itu seperti misalnya 
subyek hukum, perbuatan hukum, obyek hukum, peristiwa hukum, badan 
hukum dan lain-lain, memiliki pengertian yang bersifat umum dan bersifat 
teknis. Pengertian-pengertian pokok ini amat penting untuk dapat 
memahami sistem hukum pada umumnya maupun sistem hukum positif. 
Oleh karena itu teori hukum dipelajari secara intensif mendahului ilmu 
hukum positif ( Lily Rasyidi dan Ira Rasyidi, 2001 : 36 ).  
Hukum  adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan 
petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan cerminan dari 
kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan 
kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama hukum itu 
mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat 
hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan. Tentang 
apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi 
masyarakatnya adalah di luar pengutamaan niai kepastian hukum. Dengan 
adanya nilai-nilai yang berbeda-beda tersebut maka penilaian mengenai 
keabsahan hukum pun bisa bermacam-macam. Masalah ini biasanya 
dibicarakan dalam hubungan dengan berlakunya hukum ( Satjipto 
Rahardjo, 2000 : 18 ). 
Tentang berlakunya hukum dibedakan atas tiga hal, yaitu 
berlakunya secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Bagi studi efektifitas 
hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu styrategi 
perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara 
realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara 
hukum dalam tindakan ( law in action ) dengan hukum dalam teori ( law in 
theory ) atau dengan perkataan lain, kegiatan ini akan memperlihatkan 
kaitan antara law in book dan law in action ( Soleman B. Taneko, 1993 : 
47-48 ).  
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Realitas hukum menyangkut perilaku dan apabila hukum itu 
dinyatakan berlaku, berarti menemukan perilaku hukum yaitu perilaku yang 
sesuai dengan ideal hukum. Dengan demikian apabila diketemukan perilaku 
yang tidak sesuai dengan ideal hukum, yaitu tidak sesuai dengan rumusan 
yang ada pada undang-undang atau keputusan hakim ( case law ), dapat 
berarti bahwa diketemukan keadaan dimana ideal hukum tidak berlaku. Dan 
mengingat bahwa perilaku hukum itu terbentuk karena faktor motif dan 
gagasan, maka tentu saja bila diketemukan perilaku yang tidak sesuai 
dengan hukum berarti ada faktor penghalang atau ada kendala bagi 
terwujudnya perilaku hukum sesuai dengan hukum. 
1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP )  dan 
Praperadilan  
Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang 
Hukum Acara Pidana yang populer disebut dengan KUHAP, merupakan 
angin segar yang memberikan harapan terwujudnya kepastian hukum 
dan tertib hukum berdasarkan kebenaran dan keadilan.  
Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa dalam perumusan 
Pasal-Pasal KUHAP mengatur tentang pemberian perlindungan terhadap 
keluhuran harkat dan martabat manusia ( hak asasi manusia ). Dalam 
KUHAP juga diatur mengenai tata cara yang wajib dilaksanakan dan 
dipatuhi oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan hukum 
dan keadilan, tetapi juga sekaligus diatur pula mengenai prosedur dan 
persyaratan yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum dalam upaya 
melanggar dan sekaligus melindungi hak asasi manusia. 
Apabila ditelaah secara teliti isi ketentuan dalam Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1981, maka Sistem Peradilan Pidana di Indonesia terdiri 
dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri dan lembaga 
pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat ini 
memiliki hubungan sangat erat satu sama lain dan saling menentukan. 
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Sistem Peradilan Pidana disini dimaksudkan adalah suatu 
rangkaian antara unsur / faktor yang saling terkait satu dengan lainnya 
sehingga menciptakan suatu mekanisme sedemikian rupa sehingga 
sampai tujuan dari sistem tersebut. Adapun tujuan dari Sistem Peradilan 
Pidana tersebut adalah untuk mencapai suatu masyarakat yang terbebas 
dari kejahatan, menghilangkan kejahatan dan bukan penjahatnya                
( Loebby Logman, 2002 : 19 ). 
Proses Peradilan Pidana adalah dalam arti jalannya suatu 
Peradilan Pidana, yakni suatu proses sejak seseorang diduga telah 
melakukan tindak pidana sampai orang tersebut dibebaskan kembali 
setelah melaksanakan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya. Adapun 
tujuan Proses Peradilan Pidana adalah untuk mencari kebenaran yang 
materiil dalam melaksanakan Hukum Pidana. Hal ini berarti harus 
mencari dan melaksanakan ketentuan tertulis yang ada dalam hukum 
pidana, dan mencegah jangan sampai menghukum seorang yang tidak 
bersalah. 
Dalam konteks inilah dibicarakan tentang mekanisme peradilan 
pidana sebagai suatu proses, atau yang disebut “ criminal justice    
process ”. Criminal justice process dimulai dari proses penyidikan, 
penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta diakhiri 
dengan pelaksanaan pidana di lembaga masyarakat ( Romli Atmasasmita, 
1982 : 70 ). Peranan sistem peradilan sebagai indeks demokrasi menjadi 
sangat penting, oleh karena dapat meningkatkan wibawa penguasa dan 
sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi jika sistem 
peradilan gagal dalam pencapaian keadilan ( miscarriages of justice ) 
akan merusak legitimasi dan integritas sistem peradilan ( damaging the 





Tujuan mendasar dari sistem peradilan pidana ini dapat 
dirumuskan antara lain sebagai berikut : 
(a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; 
(b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat 
puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; 
(c) mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak 
mengulangi lagi kejahatan ( Mardjono, 1993 : 13 ). 
 
Sistem Peradilan Pidana ( criminal justice system ) menunjukkan 
mekanisme kerja ( interkoneksi ) penanggulangan kejahatan dengan 
mempergunakan dasar pendekatan sistem, yang terdiri dari lembaga 
kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Sistem peradilan 
yang baik akan menggambarkan karakteristik sistem yaitu berorientasi 
pada tujuan yang sama ( purposive behavior ) pendekatan bersifat 
menyeluruh yang jauh dari sikap besar ( openess ) operasionalisasi 
bagian-bagiannya akan dapat menciptakan nilai tertentu ( value 
transformation ), adanya unsur keterkaitan dan kecocokan antara sub 
sistem ( interrelatedness ) dan adanya mekanisme kontrol dalam rangka 
pengendalian secara terpadu ( control mechanism ). 
Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil atau 
layak  ( due process of law ) harus didukung oleh sikap batin ( penegak 
hukum ) yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Dalam 
pengertian fisik ( struktural ) sistem peradilan pidana harus diartikan 
sebagai kerjasama antara pelbagai sub sistem peradilan ( kepolisian, 
kejaksaan, pengadilan dan lembaga  pemasyarakatan ) untuk mencapai 
tujuan tertentu. Tujuan jangka pendek adalah untuk resosialisasi pelaku 
tindak pidana, jangka menengah untuk mencegah kejahatan dan jangka 
panjang untuk kesejahteraan dan keamanan masyarakat. 
Dilema dalam sistem peradilan di Indonesia adalah masalah model 
atau ideologi yang dipakai dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 
antara “ Adversary Model ” dan “ Non Adversary Model ”. Meskipun 
kedua model ini memiliki pandangan yang sama tentang kebenaran suatu 
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proses penyelesaian perkara pidana, akan tetapi antara keduanya ada 
perbedaan yang fundamental dalam mengungkapkan nilai-nilai kebenaran 
yaitu bila  “ adversary model ” berpendapat bahwa kebenaran itu hanya 
dapat diperoleh melalui atau diungkapkan dengan memberikan 
kesempatan kepada masing-masing pihak ( tertuduh dan penuntut umum ) 
untuk mengajukan argumentasi dan bukti.  
Maka “ non adversary model ” berpendapat bahwa kebenaran 
suatu tindak pidana hanya dapat diperoleh atau diungkapkan melalui 
suatu penyidikan oleh pihak pengadilan yang tidak memihak. 
Sistem pembuktian “ adversary model ” ditujukan untuk 
mengurangi kemungkinan dituntutnya seseorang yang nyata-nyata tidak 
bersalah, sekalipun mengandung resiko orang yang bersalah dapat 
terhindar dari penjatuhan hukuman, sebaliknya sistem “ non adversary 
model ” lebih cenderung ditujukan untuk mencapai kebenaran ( materiil ) 
dari suatu perkara pidana. 
Adapun asas-asas penting yang terdapat dalam hukum acara 
pidana yaitu  :  
a. Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan 
Pencantuman adagium peradilan cepat ( contante justice, 
speedy trial ) didalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan 
dengan istilah “ segera “ itu. Asas peradilan cepat, sederhana dan 
biaya ringan yang dianut dalam KUHAP sebenarnya merupakan 
penjabaran daripada Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan 
Kehakiman. Dimana peradilan cepat ( terutama untuk menghindarkan 
penahanan yang lama sebelum ada putusan hakim ) merupakan 
bagian dari hak asasi manusia. 
Penjelasan umum yang dijabarkan dalam Pasal-Pasal KUHAP, 
antara lain sebagai berikut :  
1) Pasal 24 ayat (4), 25 ayat (4), 26 ayat (4), 27 ayat (4) dan 28 ayat 
(4). Umumnya pada Pasal-Pasal ini dimuat ketentuan bahwa jika 
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telah lewat waktu penahananan seperti  tercantum dalam ayat 
sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim harus 
sudah mengeluarkan tersangka ata terdakwa dari tahanan demi 
hukum. Dengan sendirinya hal ini mendorong penyidik, penuntut 
umum, dan hakim untuk mempercepat penyelesaian perkara 
tersebut. 
2) Pasal 50 mengatur tentang hak-hak tersangka dan terdakwa untuk 
segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti 
olehnya tentang apa, yang disangkakan kepadanya pada waktu 
dimulai pemeriksaan ayat (1), segera perkaranya diajukan ke 
pengadilan oleh penuntut umum ayat (2),  segera diadili oleh 
pengadilan ayat (3). 
3) Pasal 107  ayat (3) mengatakan bahwa dalam hal tindak pidana 
selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, 
segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum. 
4) Pasal 110 dan Pasal 138  mengatur tentang hubungan penuntut 
umum dan penyidik yang semuanya disertai dengan kata segera. 
5) Pasal 140 ayat (1) dikatakan “ dalam hal penuntut umum 
berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, 
ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. 
 
b. Asas Praduga Tak Bersalah ( Presumption of Innocence ) 
Asas ini tercantum dalam penjelasa umum butir 3 c KUHAP 
yang berbunyi : “ Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, 
dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib 
dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang 






c. Asas Oportunitas   
Dalam hukum acara pidana dikenal suatu badan yang khusus 
diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan 
yang disebut penuntut umum ( Pasal 1 butir a dan b Pasal 137  
KUHAP ).  
 Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum, tidak 
ada badan lain yang boleh melakukan itu. Ini yang disebut dominus 
litis di tangan penuntut umum atau jaksa. Pada asas ini maka Jaksa / 
Penuntut Umum mempunyai kewenangan untuk menuntut suatu 
perkara pidana ( asas legalitas ) dan tidak wajib menuntut seorang 
yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan 
kepentingan umum ( asas oportunitas ).  
Dalam hal ini AZ Abidin Farid ( 1983 : 12 )  memberikan 
perumusan tentang asas opportunitas sebagai berikut :  
“ Asas hukum yang memberikan wewenang kepada Penuntut Umum 
untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat 
seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi 
kepentingan umum “. Pedoman Pelaksanaan KUHAP memberikan 
penjelasan yang dimaksud dengan “ kepentingan umum “ sebagai 
berikut : “ ......Dengan demikian kreteria “ demi kepentingan umum “ 
dalam penerapan asas opportunitas di negara kita adalah didasarkan 
untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan untuk 
kepentingan masyarakat “. 
 
 
d. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum  
Dalam Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP menyatakan 
sebagai berikut : ( ayat (3) ) “ Untuk keperluan pemeriksaan hakim 
ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum 
kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-
anak “ ( ayat (4) ) “ tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan 
ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum “.  
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Dalam praktek Hakim dapat melakukan sidang terbuka atau 
tertutup atau atas permintaan penuntut umum dan terdakwa. Saksipun 
dapat mengajukan permohonan agar sidang tertutup untuk umum 
dengan alasan demi nama baik keluarganya. Dan dalam hal penetapan 
hakim yang menyatakan sidang tertutup untuk umum tidak dapat 
dimintakan banding. Akan tetapi walaupun sidang dinyatakan tertutup 
untuk umum, namun keputusan hakim harus dinyatakan dalam sidang 
yang terbuka untuk umum, Pasal 195 KUHAP menyatakan “ Semua 
putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan 
dalam sidang terbuka untuk umum “.  
 
e. Semua Orang Diperlakukan Sama Di Depan Hakim. 
Asas yang umumnya dianut di negara-negara yang berdasarkan 
hukum ini tegas tercantum dalam penjelasan umum butir 3 a KUHAP  
yaitu  “ Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-
bedakan orang “. 
Adapun Praperadilan yang dimaksud dalam Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 1981 ( KUHAP ) sebagai berikut : Praperadilan adalah 
wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang : 
a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas 
permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa 
tersangka; 
b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian 
penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; 
c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau 
keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak 
diajukan ke pengadilan ( Pasal 1 butir 10 KUHAP ). 
 
Praperadilan adalah lembaga baru yang lahir bersamaan dengan 
kelahiran KUHAP ( UU No. 8 Tahun 1981 ). Praperadilan bukan 
lembaga peradilan yang mandiri atau berdiri sendiri terlepas dari 
pengadilan negeri, karena dari perumusan Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 
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KUHAP dapat diketahui bahwa peradilan hanyalah wewenang tambahan 
yang diberikan kepada pengadilan negeri ( hanya kepada pengadilan 
negeri ). 
Pengadilan Negeri ( PN ) sebagai peradilan umum merupakan 
salah atu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan 
mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus atau mengadili 
dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama 
( Pasal 2 jo Pasal 50 UU No. 2 Tahun 1986 ). 
Di samping tugas dan wewenang pokoknya mengadili dan 
menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata kepada pengadilan 
negeri oleh KUHAP diberikan wewenang tambahan berupa praperadilan 
yaitu wewenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan/kasus 
yang terjadi dalam penggunaan wewenang upaya paksa yang dilakukan 
oleh penyidik dan penuntut umum sebagaimana diatur dalam KUHAP 
BAB X Bagian Kesatu Pasal 77 s/d 83 dan BAB XII Bagian Kesatu dan 
Kedua Pasal 95, 96 dan 97. 
Dalam pemeriksaan / persidangan perkara pidana, pihak yang 
menuntut dinamakan Penuntut Umum ( Pasal 1 butir 6 KUHAP ) dan 
pihak / orang yang dituntut dinamakan terdakwa ( Pasal 1 butir 15 
KUHAP ). Dan dalam pemeriksaan/persidangan perkara perdata, pihak 
yang menggugat ( menuntut ) dinamakan penggugat sedangkan pihak 
yang digugat ( dituntut ) dinamakan tergugat. 
Dalam persidangan perkara praperadilan penamaan para pihak 
yang berperkara oleh KUHAP tidak diberikan secara jelas, bahkan dari 
beberapa Pasal KUHAP yang mengatur tentang praperadilan, untuk pihak 
yang mengajukan pemeriksaan digunakan atau dicantumkan istilah secara 
tidak konsisten, misalnya dalam KUHAP Pasal 79, 80, 81, 82 ayat (1) a, 
d, e tercantum istilah permintaan, yang berarti pihak yang mengajukan 
permintaan pemeriksaan praperadilan dinamakan sebagai “ peminta ”, 
sedangkan dalam KUHAP Pasal 82 ayat (1) huruf b tercantum istilah       
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“ pemohon ” dan dalam KUHAP Pasal 95 digunakan istilah                     
“ menuntut ” dan “ tuntutan ”. Demikian pula dalam Peraturan 
Pemerintah No. 27 Tahun 1983 BAB IV digunakan istilah “ Tuntutan ” 
dan dalam BAB V digunakan istilah  “ permintaan ” dan “ pemohon ”. 
Oleh karena dalam KUHAP dan dalam PP No. 27 Tahun 1983 
digunakan istilah yang tidak konsisten, maka dapatlah dibenarkan apabila 
dalam praktek hukum juga terjadi penggunaan istilah yang tidak seragam. 
Bagi pihak yang mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan          
( tersangka, keluarga, atau kuasa hukumnya ) ada yang menamakan 
sebagai peminta, penuntut atau pemohon. Dan oleh karena KUHAP juga 
tidak mengatur mengenai penamaan bagi pejabat ( penyidik atau penuntut 
umum ) yang diminta / dituntut / dimohon untuk diperiksa dalam 
persidangan praperadilan maka dalam praktek hukum juga terjadi ketidak 
seragaman istilah yang digunakan. Apabila pihak yang mengajukan 
permintaan  pemeriksaan  praperadilan menamakan dirinya sebagai pihak 
peminta maka bagi pejabat ( penyidik atau penuntut umum ) yang 
bersangkutan dinamakan sebagai pihak terminta, apabila pihak peminta 
menamakan dirinya sebagai pihak pemohon maka pejabat yang 
bersangkutan dinamakan sebagai pihak termohon, dan apabila pihak 
peminta menamakan sebagai penuntut maka pejabat yang bersangkutan 
dinamakan sebagai tertuntut. Akan tetapi dalam praktek hukum istilah 
yang pada umumnya lazim digunakan adalah istilah permohonan, 
pemohon dan termohon. 
Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pemeriksaan 
praperadilan : 
· Tersangka, keluarga atau kuasanya 
Permohonan pemeriksaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu 
penangkapan dan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga 
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tau kuasa hukumnya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan 
menyebutkan alasannya ( Pasal 79 KUHAP ). 
· Penyidik, Penuntut Umum, Pihak ketiga yang berkepentingan 
Permohonan pemeriksaan praperadilan tentang sah atau tidaknya suatu 
penghentian penyidikan, dapat diajukan oleh penuntut umum dan atau 
pihak ketiga yang berkepentingan. Dan permohonan pemeriksaan 
tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan dapat diajukan oleh 
penyidik dan atau pihak ketiga yang berkepentingan. Permohonan 
tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan 
menyebutkan alasannya ( Pasal 80 KUHAP ). 
Siapa yang dimaksud dengan penyidik dan siapa yang dimaksud 
dengan penuntut umum dapat dengan mudah diketahui, karena hal itu 
telah diatur secara jelas dalam KUHAP. Akan tetapi mengenai siapa 
yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan, KUHAP 
tidak memberikan penjelasan, sehingga dapat ditafsirkan bahwa 
mengenai hal itu diserahkan dalam praktek hukum. Berdasarkan 
praktek hukum yang dapat ditafsirkan atau dikategorikan sebagai 
pihak ketiga yang berkepentingan adalah orang / pihak yang 
mempunyai kepentingan dan atau kaitan langsung dengan perkara 
praperadilan yang bersangkutan yaitu saksi korban atau saksi yang 
menjadi korban tindak pidana, pelapor atau pengadu mengenai 
terjadinya peristiwa tindak pidana. 
Jadi apabila ada penyidik yang melakukan penghentian penyidikan dan 
pihak penuntut umum diam saja, maka pihak saksi korban / pelapor / 
pengadu yang merasa dirugikan oleh tindakan penghentian penyidikan 
berhak mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan. Demikian 
pula kalau terjadi ada penuntut umum yang melakukan penghentian 
penuntutan dan ternyata penyidik diam saja, maka pihak ketiga yang 
berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada Ketua 
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Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri yang menerima permohonan 
tersebut, mengadakan pemeriksaan praperadilan mengenai sah atau 
tidaknya penghentian penuntutan dimaksud. 
· Tersangka atau Ahli Warisnya 
Permohonan pemeriksaan praperadilan mengenai tuntutan ganti 
kerugian atas penangkapan dan atau penahanan serta tindakan lain       
( pemasukan rumah, penggeledahan dan atau penyitaan ) tanpa alasan 
yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau 
hukum yang diterapkan, diajukan oleh tersangka atau ahli warisnya 
atau kuasanya ( Pasal 77, 79, 82 ayat (4) jo Pasal 95 ayat (2)    
KUHAP ). 
· Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan 
Permohonan pemeriksaan praperadilan untuk mendapatkan ganti 
kerugian sebagai akibat sahnya penghentian penyidikan atau akibat 
sahnya penghentian penuntutan, diajukan oleh tersangka atau pihak 
ketiga yang berkepentingan ( keluarga atau ahli waris tersangka ). 
Dalam hal penyidik melakukan penghentian penyidikan maka 
tindakannya itu dituangkan kedalam Surat Ketetapan Tentang 
Penghentian Penyidika ( model SERSE : A.3.02 ) dan diberitahukan 
kepada penuntut umum dengan surat ( model SERSE : A.3.03 ). 
Apabila setelah menerima surat pemberitahuan penghentian 
penyidikan yang dilampiri SKPP ( model SERSE : A.3.02 ), ternyata 
penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan diam saja dan 
tidak mengajukan pemeriksaan praperadilan, maka tindakan 
penghentian penyidikan tersebut menurut hukum merupakan 
penghentian penyidikan yang sah. Demikian pula apabila penuntut 
umum melakukan penghentian penuntutan dengan menerbitkan Surat 
Ketetapan Penghentian Penuntutan ( Formulir Model P-26 ) yang 
salinan / turunannya dikirim antara lain kepada penyidik dan tersangka 
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/ keluarganya, ternyata penyidik atau pihak ketiga yang 
berkepentingan diam saja tidak mengajukan pemeriksaan praperadilan, 
maka tindakan penghentian penuntutan tersebut menurut hukum 
merupakan penghentian penuntutan yang sah. Atau dapat pula terjadi 
setelah tindakan penyidikan atau penghentian penuntutan itu adalah 
sah, maka berdasarkan keabsahan penghentian penyidikan atau 
keabsahan penghentian penuntutan tersebut, tersangka atau pihak 
ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan tuntutan 
ganti kerugian melalui pemeriksaan praperadilan. 
 
Adapun bentuk putusan Praperadilan berdasarkan Pasal 96 ayat 
(1) KUHAP jo Peraturan Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 
dan Pasal 14 ayat (2), putusan praperadilan berbentuk penetapan. Hal ini 
bertitik tolak ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf a KUHAP, menurut 
ketentuan dimaksud bentuk putusan praperadilan ialah berupa penetapan.  
Adapun tindakan aparat  penegak hukum yang dapat diajukan 
dalam  gugatan Praperadilan : 
1) Sah / Tidaknya Penangkapan dan atau Penahanan  
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 20 KUHAP dinyatakan bahwa 
penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan 
sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat 
cukup bukti guna penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. 
Menurut Pasal 17 KUHAP ditentukan bahwa perintah penangkapan 
dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak 
pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.  
Untuk mencegah terjadinya tindakan terhadap tersangka / terdakwa 
secara sewenang-wenang, maka pelaksanaan penangkapan harus 
dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam KUHAP antara 
lain :  
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a. Tindakan penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyidikan / 
penuntutan / peradilan ( Pasal 1 butir 20 ); 
b. Perintah penangkapan terhadap tersangka yang diduga keras 
melakukan tindak pidana, baru dapat dilakukan apabila Penyidik 
telah memiliki alat bukti permulaan yang cukup ( Pasal 1 butir 20 jo 
Pasal 17 KUHAP );  
c. Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan Surat Perintah 
Penangkapan dan menunjukkan surat perintah tugas, kecuali dalam 
hal tertangkap tangan ( Pasal 1 butir 19 KUHAP).  
 
Disamping itu tindakan lain yang dapat dijadikan obyek 
gugatan praperadilan adalah masalah penahanan yang dilakukan oleh 
aparat penegak hukum. Tindakan penahanan adalah penempatan 
tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut 
umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara 
yang diatur dalam undang-undang ini ( KUHAP ).  
Adapun persyaratan penahanan terhadap tersangka / terdakwa 
yang diduga keras melakukan tindak pidana, selain didasarkan pada 
alat bukti yang cukup, harus didasarkan pula pada persyaratan lain 
yang diatur dalam KUHAP yaitu :  
a. Dasar hukum/dasar obyektif, yaitu tindakan penahanan yang dapat 
dikenakan terhadap tersangka / terdakwa yang melakukan tindak 
pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam 
tindak pidana yang dincam dengan pidana penjara lima tahun atau 
lebih, atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 
ayat (4) huruf b KUHAP. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut 
maka tidak setiap tersangka / terdakwa yang melakukan tindak 
pidana dapat dkenakan penahanan, apabila tndak pidana yang 
dilakukan tersebut diluar ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP.  
b. Dasar Kepentingan / Dasar Subyektif, yaitu tindakan pnahanan 
terhadap tersangka / terdakwa juga didasarkan pada kepentingan, 
antara lain kepentingan penyidikan, kepentingan penuntutan dan 
kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan ( Pasal 20    
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KUHAP ), serta didasarkan pula pada keadaan yang menimbulkan 
kekhawatiran bahwa tersangka / terdakwa akan melarikan diri, 
merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi 
tindak pidana ( Pasal 21 ayat (1) KUHAP ).  
2) Sah / Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian 
Penuntutan.  
Adapun arti dan pengertian Penuntutan dapat dilihat dalam 
Pasal 1 butir 7 KUHAP  adalah tindakan Penuntut Umum ( PU ) 
untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang 
berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-
Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh 
hakim di sidang pengadilan .  
Definisi ini mirip dengan definisi Wirjono Prodjodikoro             
( dalam Andi Hamzah, 2002 : 157 ),  yaitu “ Menuntut seorang 
terdakwa di muka Hakim Pidana adalah menyerahkan perkara 
seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan 
permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan 
perkara pidana itu terhadap terdakwa “,  perbedaannya ialah dalam 
definisi ini disebut dengan tegas “ terdakwa “, tetapi didalam 
KUHAP tidak disebutkan.  
Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh 
Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan 
ketetapan hakim ( Pasal 13 jo Pasal 1 butir 6 huruf b ). Jaksa  
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk 
bertindak sebagai Penuntut Umum ( PU ) serta melaksanakan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap   
( Pasal 1 butir 6 huruf a jo Pasal 270 KUHAP ).  
Adapun wewenang Penuntut Umum ( Pasal 14 KUHAP ) 
disebutkan antara lain :  
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1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari 
penyidik atau penyidik  pembantu; 
2. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada 
penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) 
dan ayat (4) dengan memberikan petunjuk dalam rangka 
penyempurnaan penyidikan dari penyidik; 
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan 
atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan 
setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;  
4. Membuat surat dakwaan ( letter of accusation ); 
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan; 
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang 
ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat 
panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk 
datang pada sidang yang telah ditentukan; 
7. Melakukan penuntutan ( to carry out accusation ); 
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum; 
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung 
jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-
undang ini; 
10. Melaksanakan penetapan hakim.  
 
Oleh karena itu setelah Penyidik membuat berita acara yang 
selain ditandatangani oleh Penyidik, juga ditandatangani oleh semua 
pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut dan selanjutnya dalam 
Pasal 110 KUHAP diatur sebagai berikut :  
1. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik 
wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut 
umum.( Pasal 110 ayat (1) KUHAP ); 
2. Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan 
tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera 
mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai 
petunjuk untuk dilengkapi ( Pasal 110 ayat (2) KUHAP ); 
3. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk 
dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan 
tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum ( Pasal 110 
ayat (3) KUHAP ); 
4. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam  waktu empat 
belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan 
atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada 
pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada 
penyidik ( Pasal 110 ayat (4) KUHAP ). 
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Dalam hal Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan 
diatur dalam ketentuan Pasal 138 KUHAP sebagai berikut :  
(1) Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik 
segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari 
wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan 
itu sudah lengkap atau belum.( Pasal 138 ayat (1) KUHAP );  
(2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut 
umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai 
petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan 
dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, 
penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu 
ke penuntut umum ( Pasal 138 ayat (2) KUHAP ). 
 
Pada ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP tersebut 
mengatur tentang pengembalian berkas perkara hasil penyidikan  yang 
diterima Penuntut Umum dari Penyidik., kemudian setelah diteili oleh 
Penuntut Umum dikembalikan lagi kepada Penyidik disertai petunjuk 
untuk dilengkapi dengan melakukan penyidikan tambahan.  
Pengembalian Berkas Perkara ( BP ) tersebut dilakukan dengan 
menggunakan surat / formulir model P-19 yang sebelumnya didahului 
dengan pengiriman surat model P-18 perihal pemberitahuan bahwa 
Berkas Perkara hasil penyidikan belum lengkap. Penyidikan tambahan 
untuk melengkapi berkas perkara tersebut harus dilakukan / dipenuhi 
sesuai dengan petunjuk yang diberikan Penuntut Umum ( PU ) 
sebagaimana tercantum dalam surat model P-19, dan harus dapat 
diselesaikan dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan 
berkas perkara. Hal ini berarti dalam waktu 14 hari Penyidik harus / 
wajib menyampaikan kembali berkas perkara yang sudah dilengkapi / 
disempurnakan kepada Penuntut Umum.  
Dalam hal ini KUHAP tidak mengatur sanksi atau akibat 
hukum apabila ketentuan Pasal 138 KUHAP tersebut dilanggar / tidak 
dipenuhi oleh penyidik, maka Penuntut Umum hanya dapat 
mengirimkan surat susulan kepada Penyidik dengan menggunakan 
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formulir P-20, yang isinya mengingatkan/meminta perhatian agar 
Penyidik secepatnya menyelesaikan penyidikan tambahan dan segera 
menyerahkan kembali kepada Penuntut Umum.  
Apabila berkas perkara yang sudah dilengkapi oleh Penyidik 
setelah diteliti ternyata masih tetap belum lengkap, maka Penuntut 
Umum berhak dan berwenang untuk mengembalikan lagi berkas 
perkara tersebut kepada Penyidik disertai petunjuk dengan 
menggunakan formulir model P 18 dan P 19.   
Pengembalian berkas perkara dari Penuntut Umum kepada 
Penyidik dan dari Penyidik kepada Penuntut Umum sebagaimana 
tersebut diatas dapat terjadi berulangkali ( bolak balik ) tanpa adanya 
pembatasan.  
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) tidak 
memberikan batasan pengertian prapenuntutan itu. Di dalam Pasal 1 
yang berisi definisi-definisi istilah yang dipakai KUHAP tidak 
memuat definisi prapenuntutan, padahal itulah istilah baru ciptaan 
sendiri yang jelas tidak dapat dicari pengertiannya dalam doktrin. 
Kalau  ditelaah Pasal 14 KUHAP tentang prapenuntutan, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa prapenuntutan terletak antara dimulainya 
penuntutan dalam arti sempit  ( berkas perkara dikirim ke Penuntut 
Umum ) dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.  
Harjono Tjitrosubroto ( dalam Andi Hamzah, 2002 : 153 ) 
mengatakan sebagai berikut : “ ......polisi menyerahkan berkas yang 
mungkin tidak lengkap atau kurang, jika tidak lengkap dikembalikan 
kepada polisi dengan petunjuk-petunjuk apa yang kurang dan polisi 
melengkapi lagi, ini ketentuan-ketentuan prosedur antara wewenang 
polisi dan jaksa.  
Istilah prapenuntutan itu tercantum di dalam Pasal 14 KUHAP 
( tentang wewenang Penuntut Umum ), khususnya butir b berikut        
“ mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan 
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dengan memperhatikan  ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4), dengan 
memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari 
penyidik “.  
Akan tetapi dalam praktek hukum pengembalian berkas 
perkara tersebut  hanya berlaku sampai 3 kali berdasarkan kepatutan 
atau berdasarkan konsensus dalam forum DILJAPOL / 
MAKEHJAPOL. 
Setelah Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara dan 
ternyata menurut penilaian berkas perkara tersebut masih tetap belum 
lengkap maka demi terciptanya kepastian hukum dalam upayanya 
menghormati hak asasi tersangka, sejogyanya Penyidik melakukan 
tindakan hukum sebagai berikut : 
1. Penyidik segera menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian 
Penyidikan ( SKPP ) / berdasarkan ketentuan yang diatur dalam 
Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu penghentian penyidikan karena 
tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan 
merupakan tinda pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum; 
atau  
2. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada Penuntut Umum 
bahwa penyidikan tambahan yang dilakukan sudah optimal / 
maksimal dan oleh karena itu menyerahkan tindakan hukum lebih 
lanjut kepada Penuntut Umum. 
Selanjutnya Penyidik menyerahkan berkas perkara penyidikan 
kepada Penuntut Umum ( Pasal 8 ayat (2) KUHAP ), dimana 
penyerahan berkas perkara dilakukan dalam 2 ( dua ) tahap yaitu :  
· Tahap Pertama : Penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.  
· Tahap Kedua : Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, 
penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang 




Dalam hal yang bersifat khusus maka Penyidik atau Penuntut 
Umum dapat menghentikan penyidikan atau penuntutan, maka 
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP 
penyidik berwenang menghentikan penyidikan atas dasar alasan 
karena :  
1) Tidak terdapat cukup alat bukti, yaitu setelah penyidik melakukan 
kegiatan penyidikan secara optimal ternyata tidak berhasil 
menemukan/mengumpulkan alat bukti minimal sebagai mana 
diisyaratkan dalam Pasal 183 jo 184 KUHAP; 
2) Peristiwa yang disidik ternyata bukan merupakan tindak pidana, 
yaitu setelah penyidik secara cermat melakukan penyidikan, 
ternyata peristiwa yang ditangani tersebut adalah peristiwa perdata  
( Pasal 1 butir 2 KUHAP ); 
3) Penyidikan dihentikan demi hukum, yaitu setelah penyidik 
melakukan penyidikan secara saksama, ternyata peristiwa pidana 
tersebut tergolong sebagai perkara ne bis in idem ( Pasal 77 
KUHAP ) atau peristiwa pidana tersebut telah gugur karena 
kadaluwarsa / lewat waktu / verjaring / last by limatation ( Pasal 78 
KUHP ). 
 
Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan maka tindakan 
tersebut dilakukan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian 
Penyidikan ( SKPP ). Disamping itu ada kewenangan lain yang diberikan 
kepada Penuntut Umum yaitu penghentian penuntutan dan penyampingan 
perkara demi kepentingan umum. Penghentian penyidikan tersebut 
tidaklah sama dengan penghentian penuntutan, karena penghentian 
penuntutan ini adalah wewenang Jaksa Penuntut Umum setelah menerima 
berkas perkara dari penyidik dalam menentukan apakah berkas ini sudah 
memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. 
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak semua berkas hasil 
penyidikan  yang sudah lengkap adalah memenuhi persyaratan untuk 
dilimpahkan ke pengadilan. Misalnya berkas perkara hasil penyidikan 
yang sudah lengkap, tetapi tersangkanya sudah meninggal dunia ( Pasal 
77 KUHP ) atau hak menuntut telah gugur karena kadaluwarsa  ( Pasal 78 
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KUHP ) atau karena tersangkanya tidak dapat dituntut/diadili yang kedua 
kalinya berdasarkan asas ne bis in idem ( Pasal 76  KUHP ).  
Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan 
penuntutan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata 
bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum              
( Pasal 140 ayat (2) huruf a. Penghentian penuntutan dituangkan dalam 
Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan ( SKPP ). Surat Keputusan 
Penghentian Penyidikan atau Surat Keputusan Penghentian Penuntutan 
tersebut masih dapat dicabut kembali berdasarkan alasan / fakta 
pembuktian baru ( novum ) atau berdasarkan putusan Hakim Praperadilan 
( Pasal 80 jo 82 ayat (3) KUHAP ).  
Dalam keadaan yang demikian maka tindakan penyidikan atau 
penuntutan wajib dibuka kembali dan dilanjutkan sebagaimana mestinya 
sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan 
kewenangan jaksa dalam penyamping ( deponering ) perkara demi 
kepentingan umum diatur  dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI jo Pasal 46 ayat (1) huruf c 
dan penjelasan Pasal 77 KUHAP.  
Adapun yang dimaksud demi kepentingan umum adalah 
kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan  masyarakat luas. Dalam 
hal penyampingan perkara ini adalah perkara-perkara hasil penyidikan 
yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke 
pengadilan.    
 
2. Pengadilan dan Kebijakan Publik 
Pengadilan merupakan sebuah pranata yang tidak dapat 
dipisahkan dari kenyataan sosial sebagai hasil interaksi berbagai 
komponen yang membentuk tata kehidupan masyarakat. Sejalan dengan 
hal tersebut, Daniel S. Lev seorang pengamat hukum politik kebangsaan 
Amerika Serikat menyatakan bahwa lembaga-lembaga peradilan di 
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Indonesia berkait dengan proses politik, ekonomi dan nilai budaya          
( Daniel S. Lev, 1990 : 118 ). Untuk memahami kondisi sebagaimana 
yang diungkapkan oleh Daniel S. Lev tersebut, Adi Sulistiyono ( 2006 : 
66 ) menyatakan bahwa Pengadilan haruslah dilihat sebagai suatu 
lembaga yang berada dalam suatu sistem kemasyarakatan. Oleh karena 
merupakan lembaga yang berada di dalam sistem masyarakat, maka 
dalam melaksanakan fungsinya, Pengadilan tidak bisa lepas dari 
pengaruh-pengaruh yang berada di sekelilingnya. 
Lembaga Pengadilan yang bertugas menyelenggarakan peradilan 
tidak dapat berbuat dan menghasilkan suatu karya tanpa mengaitkan diri 
pada peran-peran dari berbagai komponen sosial dan lingkungan 
masyarakat yang membentuknya. Bekerjanya lembaga pengadilan yang 
berpangkal dari kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat 
sekitarnya menunjukkan bahwa Pengadilan merupakan suatu pranata 
yang melayani suatu kehidupan sosial. Di dalam kerangka pengelihatan 
ini, lembaga pengadilan tidak dilihat sebagai badan otonom di dalam 
masyarakat, melainkan diterima sebagai badan yang merupakan bagian 
dari keseluruhan nilai-nilai dan proses-proses yang bekerja di dalam 
masyarakat tersebut. 
Dalam memahami lembaga pengadilan seperti itu, maka 
mengisyaratkan pula pada suatu pengertian bahwa pengadilan adalah 
bagian dari suatu sistem yang lebih besar, yakni sistem masyarakat 
namun ia pun merupakan sistem tersendiri terbatas dalam ruang 
lingkupnya. Oleh karena itu lembaga pengadilan dalam upayanya 
menghasilkan suatu out put memerlukan masukan-masukan baik yang 
berpa bahan-bahan yang paling mempengaruhi bentuk proses yang 
dijalankan pengadilan serta hasil akhir dari proses itu. Pada lain hal, 
terdapat pula berbagai faktor dan keadaan yang turut berperan dalam 
proses pengadilan hingga dapat menghasilkan suatu keluaran out put 
atau apa yang disebut dengan putusan ( penetapan ) pengadilan. 
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Atas dasar pendekatan sistem, dapat diduga bahwa faktor-faktor 
yang berperan di dalam proses penyelenggaran peradilan meliputi 
masukan mentah yang berupa perkara yang terjadi dan masukan 
instrumental berupa peraturan hukum baik hukum acara maupun hukum 
materiil, penegak hukum, fasilitas atau sarana penunjang dan juga 
budaya masyarakat. 
Sistem hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai dan standar 
elit masyarakat, masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri 
sesuai dengan kepentingan kelompok. Oleh karena itu berbicara masalah 
hukum pada dasarnya membicarakan fungsi hukum di dalam 
masyarakat. Karena kebijakan dalam bidang hukum akan berimplikasi 
kepada masalah politik yang sarat dengan diskriminasi terhadap 
kelompok lain. 
Penerapan hukum bila dikaitkan dengan badan penegak hukum, 
dipengaruhi banyak faktor antara lain Undang-undang yang 
mengaturnya / harus dirancang dengan baik, pelaksana hukum harus 
memusatkan tugasnya dengan baik. 
Dengan demikian hukum ditekankan pada fungsinya untuk 
menyelesaikan permasalahan yang timbul di masyarakat secara teratur. 
Pada sat tersebut diperlukan tindakan agar permasalahan tersebut dapat 
diselesaikan. Untuk itu dibutuhkan mekanisme yang mampu untuk 
mengintegrasikan kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat. Pada saat itu 
hukum mulai bekerja sebagai mekanisme pengintegrasi dengan 
melibatkan proses-proses fungsional lainnya, yaitu adaptasi, pencapaian 
tujuan dan mempertahankan pola ( Satjipto Rahardjo, 1979 : 31 ). 
Syarat pertama untuk pelaksanaan Undang-undang yang efektif 
adalah bahwa mereka yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 
suatu keputusan hukum mengetahui betul apa yang harus mereka 
lakukan seperti yang diharapkan oleh pembentuk Undang-undang untuk 
kepentingan masyarakat. Berhubungan dengan itu, maka bekerjanya 
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hukum oleh penegak hukum haruslah menunjukkan rumusan yang jelas 
dan mudah dipahami dan dapat dikerjakan. 
Hakim sebagai seorang aktor yang memiliki kebebasan dalam 
menentukan tindakan apa yang dilakukannya, maka sesungguhnya 
Hakim dapat memainkan peran politik tertentu yang ingin dicapainya 
melalui putusan / penetapannya. Akan tetapi peran politik yang 
dimainkan oleh Hakim bukanlah politic judicial restraint yang hanya 
menjalankan politik patuh pada undang-undang, melainkan juga pada 
politic judicial activism yang mengandung makna bahwa dalam 
menjatuhkan putusannya Hakim dapat mengadakan pilihan dari berbagai 
alternatif tindakan yang tepat untuk tercapainya rasa keadilan dalam 
masyarakat. Dari dua keadaan dimaksud, sebaiknya pengadilan 
mengikuti kegiatan politic judicial activism berupa kemauan untuk 
membuat putusan yang bernilai sebagaimana dicita-citakan. 
Dalam pada itu kebebasan menentukan arah dan kebijakan 
tersebut dapat berpengaruh pada munculnya perilaku penyimpangan. 
Maksudnya adalah seorang Hakim dapat bertindak tidak sesuai dengan 
kebiasaan umum atau norma atau aturan yang dijadikan pegangan 
bersama oleh para Hakim atau oleh organisasinya. Sehingga para 
pemegang peran mampu memberikan motivasi, baik yang berkehendak 
untuk menyesuaikan diri dengan norma ( conform ) maupun yang 
berkehendak tidak menyesuaikan diri dengan keharusan norma                 
( nonconform ) ( Antonius Sudirman, 2007 : 42 ). Terhadap hal tersebut   
( dalam Adi Sulistiyono, 2006 : 5 ) mengungkapkan bahwa dalam 
penegakan hukum tidak segampang dan sejelas seperti yang dikatakan 
oleh Undang-undang. Melainkan sarat dengan berbagai intervensi sosial, 





Sejalan dengan hal tersebut Charles Himawan ( 2003 : 40 ) 
mengungkapkan bahwa peradilan adalah terpenting dari proses hukum 
suatu negara, yang secara jelas dapat mencerminkan aplikasi ketentuan 
hukum yang berlaku. Di sisi lain jalur hukum terakhir adalah badan 
peradilan. Oleh karenanya badan peradilan sebagai the last bastion of 
legal ore atau benteng terakhir tertib hukum ( Charles Himawan, 2003 : 
5 ) hukum sebagai idealisasi memiliki hubungan yang erat dengan 
konseptualisasi keadilan secara abstrak dan mewujudkan ide dan konsep 
keadilan yang diterima oleh masyarakat ke dalam bentuk yang konkret, 
berupa pembagian atau pengolahan sumber-sumber daya kepada 
masyarakatnya. Hal demikian berkaitan erat dengan perkembangan 
masyarakat atau negara yang berorientasi kesejahteraan dan 
kemakmuran. 
Untuk melihat bekerjanya hukum sebagai suatu pranata di dalam 
masyarakat, maka perlu dimasukkan satu faktor yang menjadi perantara 
yang memungkinkan terjadinya penerapan dari norma-norma hukum itu. 
Di dalam kehidupan masyarakat, maka regenerasi atau penerapan hukum 
itu hanya dapat terjadi melalui manusia sebagai perantaranya. Masuknya 
faktor manusia di dalam pembicaran tentang hukum, khususnya di dalam 
hubungan dengan bekerjanya hukum itu,  membawa kepada penglihatan 
mengenai hukum sebagai karya manusia di dalam masyarakat, maka 
tidak dapat membatasi masuknya pembicaraan mengenai faktor-faktor 
yang memberikan beban pengaruhnya ( impact ) terhadap hukum. 
Hukum agar bisa berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial bagi 
masyarakat biasa dan masyarakat pejabat sebagai pemegang law 
enfoecement, maka dapat dipakai pula pendekatan bahwa bekerjanya 
hukum dalam masyarakat itu melibatkan 3 ( tiga ) kemampuan dasar, 
yaitu pembuat hukum ( Undang-undang ), birokrat pelaksana dan 
masyarakat obyek hukum ( Esmi Warasih, 2005 : 30 ). 
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Hukum sebagai idealisasi hubugan yang erat dengan 
konseptualisasi keadilan secara abstrak. Apa yang dilakukan oleh hukum 
adalah untuk mewujudkan ide dan konsep keadilan yang diterima oleh 
masyarakatnya ke dalam bentuk yang konkret, berupa pembagian atau 
pengolahan sumber-sumber daya kepada masyarakatnya. Hal demikian 
itu berkaitan erat dengan perkembangan masyarakat atau negara yang 
berorientasi kesejahteraan dan kemakmuran. Hakekat pengertian dari 
hukum sebagai suatu sistem norma, maka sistem hukum itu merupakan 
cerminan dari nilai-nilai dan standar elit masyarakat, masing-masing 
mempunyai kepentingan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan 
kelompok mereka. 
 
3. Teori Interprestasi ( Penafsiran ) 
Hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak lepas dari 
penafsiran atau interprestasi terhdap suatu ketentuan perundang-
undangan. Dalam ajaran hukum pidana telah banyak dikenal tentang 
ajaran penafsiran, di mana interprestasi merupakan hal yang tidak dapat 
dihindari dalam melaksanakan suatu ketentuan perundang-undangan. 
Penafsiran otentik yang paling utama, karena penafsiran ini diberikan 
oleh Undang-undang itu sendiri. Apabila Undang-undang itu sudah 
memberikan pengertian terhadap suatu istilah, maka pengertian itu yang 
harus dianut dalam melaksanakan suatu istilah dalam Undang-undang 
tersebut. Jika dalam Undang-undang itu tidak terdapat pengertian suatu 
istilah, barulah dicari penafsirannya dalam penjeleasan resminya, baik 
dalam penjelasan umum maupun penjelasan Pasal demi Pasal. Untuk 
mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan praturan perundang-undangan 
itu  maka diperlukan interprestasi, yakni berusaha untuk mengerti apa 
yang dimaksud oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dan 
mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan 
dan yang harus direalisir. Program pelaksanaan, yaitu rencana yang 
48 
 
didukung dengan pendanaan, yang siap untuk diterapkan, haruslah sesuai 
dengan ide, keinginan dan motivasi dari pembentuk kebijakan. 
Syarat pertama untuk pelaksanaan Undang-undang yang efektif 
adalah bahwa mereka yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 
suatu keputusan hukum mengetahui betul apa yang harus mereka lakukan 
seperti yang halnya diharapkan oleh pembentuk Undang-undang untuk 
kepentingan masyarakat. 
Berhubungan dengan itu, maka bekerjanya hukum oleh penegak 
hukum haruslah menunjukkan rumusan yang jelas dan mudah difahami 
dan dapat dikerjakan ( feasible ). Oleh karena selanjutnya perlu 
dipersiapkan sikap dan kegiatan yang sesuai dengan teori, yaitu : 
1) Kemampuan untuk dapat menjelaskan rumusan-rumusan yang 
terdapat dalam peraturan perundang-undangan itu dan dapat 
dijalankan. 
2) Dapat menjelaskan penyelesaian permasalahan yang harus 
diselesaikan secara hukum melalui mekanisme penyelesaian perkara. 
3) Dalam memahami cara kerja atau mekanisme hukum yang dijalankan 
oleh penegak hukum untuk tercapainya tujuan diberlakukan hukum 
tersebut. 
 
Oleh karena itu diperlukan suatu kesatuan pendapat terhadap hal 
di mana adanya fakta atau kenyataan dari berbagai kepentingan dalam 
menerapkan suatu ketentuan hukum. Bukan saja kepentingan yang 
berhubungan dengan permasalahan tertentu dalam suatu sektor tertentu, 
akan tetapi seharusnya terdapat suatu kesepakatan tentang apa yang 
sebenarnya dikehendaki oleh suatu ketentuan. Dalam praktek penetapan 
suatu sanksi pidana atau penelitian yang hendak menbgkaji suatu gejala 
atau sebab musabab suatu peristiwa hukum, diperlukan penafsiran yang 
terdiri dari : (a) penafisran gramatikal. (b) penafsiran historis,                
(c) penafsiran sistematis, (d) penafsiran sosiologis, (e) penafsiran 
teologis, (f) penafsiran secara resmi (oleh pemerintah), (g) penafsiran 
interdisipliner, dan (h) penafsiran multidisipliner.  
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Dalam kaitan ini maka penelitian ini menggunakan penafsiran 
gramatikal dan penafsiran sosiologis. Penafsiran gramatikal dimaksudkan 
untuk memperoleh kejelasan mengenai makna kata atau kalimat saerta 
hubungan makna suatu rumusan Pasal-Pasal untuk menentukan suatu 
putusan hukum. Hal ini dilakukan terutama apabila dalam suatu Undang-
undang  tidak terdapat pengertian suatu istilah, barulah dicari dalam 
penjelasan umum atau penjelasan khusus mengenai pasal-pasalnya. Jika 
tidak diketahui penafsiran dalam pasal-pasal, baru dicari melalui 
penfsiran yang dilakukan melalui doktrin, di mana penafsiran melalui 
doktrin ini seringkali terjadi saling beda pendapat berdasar adanya 
kepentingan. Penafsiran melalui doktrin ini akan lebih berhasil jika 
didukung penafsiran melalui aspek kesejarahan, baik sejarah hukumnya 
maupun sejarah pembuatan Undang-undang tersebut.  
Menurut Nasution ( 1995 : 151 ) interprestasi adalah batasan yang 
digunakan pada proses memahami dan menginterprestasikan informasi 
sensoris atau kemampuan intelek untuk mencarikan makna dari data yang 
diterima oleh indera. Hal ini berarti bahwa proses interprestasi juga 
berawal dari pengamatan melalui indra kemudian individu mencarikan 
makna dari data yang diterima oleh indera tersebut sehingga 
menginterprestasikan objek atau peristiwa yang diamati.  
Pengertian lain tentang interprestasi dikemukakan oleh Bimo 
Walgito ( 1993 : 54 ) yaitu, interprestasi merupakan suatu proses 
diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya. Perhatian 
merupakan pemusatan atau konsentrasi di seluruh aktifitas individu yang 
memperhatikan sesuatu. Hal yang harus diperhatikan betul-betul disadari 
oleh individu dan betul-betul jelas bagi individu. Tanpa adanya perhatian 
maka tidak akan terjadi interprestasi. Pada awal pembentukan 
interprestasi, orang lebih menentukan sesuatu hal yang akan 
diperhatikan.Interprestasi terdiri atas dua aspek yaitu aspek sensualisasi 
dan aspek observasi. Aspek sensualisasi adalah penerimaan stimulus oleh 
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panca indra yang berupa rangsangan benda serta peristiwa serta tingkah 
laku perbuatan yang terdapat dalam kenyataan. Hasil akhir dari 
interprestasi merupakan kesadaran individu terhadap keadaan 
sekelilingnya dan mengenali keadaan tersebut. Interprestasi dapat 
menentukan pola tingkah laku dan perbuatan seseorang, sehingga 
interprestasi berperan sangat penting dalam aktifitas kehidupan sehari-
hari. 
Interprestasi merupakan hasil pengolahan data yang dapat 
diperoleh dari pengalaman dan pengamatan yang bersifat selektif, karena 
tergantung pada kepentingan individu. Interprestasi dapat dibedakan 
menjadi dua, yaitu (1) interprestasi merupakan hasil pengamatan, dan   
(2) interprestasi merupakan hasil pemikiran dan hasil pengolahan akal 
terhadap data indrawi atau sensor stimuli yang diperoleh dari 
pengamatan. Interprestasi individu akan berbeda, perbedaan interprestasi 
ini dipengaruhi oleh ketajaman alat indra dan akal dalam mengolah data 
serta faktor lain yang berasal dari individu itu sendiri maupun dari luar 
lingkungan individu tersebut. 
 
4. Teori Ilmu Hukum Perilaku ( Behavioral Jurisprudence )  
Ada beberapa macam cara yang ditempuh dalam mengkaji 
putusan pengadilan atau putusan hakim. Dalam pembahasan ini akan 
dikemukakan dua jenis pendekatan, yakni pendekatan tradisional dan 
pendekatan non-tradisional ( Soetandyo Wignjosoebroto, 1996 : 5 ). 
Pendekatan tradisional adalah suatu studi hukum dan putusan pengadilan 
atau putusan hakim dari sudut pandang ( point of view ) normatif semata. 
Sedangkan pendekatan non-tradisional adalah suatu studi hukum dan 
putusan hakim dari optik yang multidisiplin untuk memperoleh 
pemahaman yang komprehensif tentang ekstensitas dan intensitas 
bekerjanya hukum positif dan putusan hakim di dalam masyarakat. 
51 
 
Pendekatan tradisional meliputi pendekatan yang dilakukan oleh 
mereka yang menganut ajaran legisme dan positivisme yuridis. Ajaran 
legisme menekankan bahwa hakekat hukum adalah hukum yang tertulis     
( undang-undang ). Di luar undang-undang tidak termasuk hukum. 
Sedangkan aliran positivisme yuridis atau ajaran hukum analitis ( anatical 
jurisprudence ) menekankan bahwa hukum seyogyanya dipandang dari 
segi hukum positif.menurut Austin ( dalam Soetandyo Wignjosoebroto, 
1996 : 5 ), hukum merupakan konkretisasi dari kehendak yang memegang 
kedaulatan. Hukum positif sebagai sistem perintah pemegang kedaulatan 
harus dilakukan oleh para pejabat atau hakim-hakim. Bagi seorang yuris 
yang berpegang pada pendekatan ini, hukum merupakan suatu yang 
diciptakan oleh negara atau pemerintah saja, yang kewenangannya tidak 
dipermasalahkan. Dia menganalisis hukum dengan mempergunakan 
logika hukum semata-mata. Sistem hukum merupakan sistem yang 
tertutup dan karena itu segala masalah hukum harus disoroti secara 
yuridis pula. 
Pendekatan tradisional tersebut memiliki kelemahan, yakni tidak 
mampu mengungkapkan realitas hukum dan pengadilan secara lebih 
sempurna karena mengabaikan dimensi sosial hukum dan putusan hakim. 
Padahal, dalam kenyataannya hukum dan putusan hakim tidak 
bisamemungkiri hubungan timbal baliknya dengan masyarakat atau 
lingkungan sosial dimana hukum itu berlaku atau putusan pengadilan itu 
diterapkan. Selain itu, pendekatan tradisional tersebut telah mengabaikan 
unsur manusia dan hakim sebagai manusia. Berbicara hakim sebagai 
manusia, maka besar kemungkinannya sang hakim tersebut akan 
memberikan interprestasi sendiri tentang tugas yang diembannya. Hal ini 
pengaruh tingkat pendidikannya, agama, latar belakang keluarga, sosial, 
pengalaman kerja sebelum jadi hakim, lingkungan tugas, afiliasi politik, 
situasi yang dihadapi ketika memutuskan perkata dan lain sebagainya. 
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Berkaitan dengan hal tersebut Van Doorn ( Satjipto Rahardjo, 
tanpa Tahun : 26 ), menyatakan, organisasi merupakan kebersamaan dan 
keadaan keterikatan dari sejumlah manusia, yang tidak hanya keluar dari 
kerangka organisasi karena manusia selalu cenderung untuk keluar dari 
setiap bentuk konstruksi organisasi, tetapi juga karena setiap kali terjatuh 
di luar skema ( organisasi ) disebabkan ia cenderung untuk memberikan 
tafsirannya sendiri mengenai fungsinya  dalam organisasi berdasarkan 
kepribadiannya, asal usul sosial, dan tingkat pendidikannya, kepentingan 
ekonominya, serta keyakinan politik dan pandangan hidupnya sendiri. 
Jadi, jelas bahwa apa yang dikemukakan oleh Van Doorn tentang 
peran manusia dalam penegakan hukum merupakan sesuatu yang sangat 
menentukan. Namun, hal ini tidak dapat kita temukan jika kita 
menggunakan pendekatan tradisional. Itulah sebabnya, maka perlu 
pendekatan lain yang bersifat non-tradisional. 
Yang dimaksud dengan pendekatan non-tradisional adalah studi 
sosiologis dan psikologis terhadap hukum. Studi ini terdiri atas 3 ( tiga ) 
jenis pendekatan, yakni pendekatan yang digunakan oleh aliran 
sociologocal jurisprudence, aliran legal realism, dan aliran behavioral 
jurisprudence. 
Pertama, pendekatan yang dilakukan oleh aliran sociological 
jurisprudence. Mereka yang menganut aliran ini lebih menekankan 
kenyataan hukum dari pada apa yang diatur secara formal dalam undang-
undang. Berkaitan dengan itu, hukum harus digarap dengan baik atau 
matang agar sesuai dengan kenyataan-kenyataan dalam masyarakat dan 
dalam pencapaiannya, hakim harus mempertimbangkan dengan cermat 
realitas-realitas dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pemikiran 
Roscoe Pound ( dalam Satjipto Rahardjo, 2000 : 298 ), yang 
membentangkan pendapatnya bahwa bagi para ahli hukum yang beraliran 
sosiologis, perlu lebih mempertimbangkan fakta-fakta sosial dalam 
pekerjaannya, apakah itu pembuatan hukum ataukah penafsiran serta 
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penerapan peraturan-peraturan hukum. Para ahli hukum harus lebih 
memperhitungkan secara pandai fakta sosial yang harus diserap dalam 
hukum dan yang nantinya akan menjadi sasaran penerapannya. Pound 
menganjurkan agar perhatian lebih diarahkan pada efek-efek yang nyata 
dari institusi-institusi serta doktrin-doktrin hukum. “ Kehidupan hukum 
terletak pada pelaksanaannya “. 
Kedua, pendekatan yang digunakan oleh aliran realisme hukum     
( legal realism ). Mereka yang menganut aliran ini telah 
mengesampingkan sifat normatif hukum. Bagi mereka, hukum pada 
hakekatnya adalah pola perlaku nyata ( patterns of behavior ) dari hakim 
di dalam persidangan. Apa yang diputuskan oleh hakim-hakim itu adalah 
hukum. Hal ini tampak pada pemikiran kaum realisme hukum Amerika 
Serikat yang mendasarkan pemikiran mereka pada konsepsi radikal 
mengenai proses peradilan. Menurut mereka, hakim itu lebih layak untuk 
disebut sebagai pembuat hukum dari pada menemukannya. Hakim harus 
selalu melakukan piliham, asas mana yang diutamakan dan pihak mana 
yang dimenangkan. Menurut mereka ini, keputusan tersebut sering 
mendahului ditemukan atau digarapnya peraturan-peraturan hukum yang 
menjadi landasannya ( Satjipto Rahardjo, 2000 : 300-301 ). 
Berdasarkan uraian di depan, diperoleh gambaran bahwa 
paradigma yang digunakan oleh aliran sociological jurisprudence dan 
aliran legal realism sangat jauh berbeda dengan paradigma lama yang 
digunakan oleh pendekatan tradisional. Dalam paradigma lama 
ditekankan bahwa hukum adalah apa yang diatur dalam undang-undang 
dan peran hakim sebagai corong perkataan undang-undang semata             
( letterknechten der wet ) demi terciptanya kepastian hukum. Sedangkan 
dalam paradigma baru yang digunakan oleh aliran sociological 
jurisprudence dan legal realism ditekankan bahwa undang-undang harus 
disesuaikan dengan kenyataan-kenyataan dalam masyarakat dan peran 
hakim tidak boleh menjadi terompet undang-undang saja, tetapi harus 
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mampu menjadi pembentuk undang-undang guna merespos 
perkembangan dalam masyarakat. 
Akan tetapi, dari sis lain tampak bahwa pendekatan yang 
dilakukan oleh aliran sociological jurisprudence dan legal realism 
tersebut memiliki kelemahan, yakni lebih menekankan pada 
pengungkapan fakta hukum semata, tetapi tidak dianalisis lebih jauh 
tentang hubungan timbal balik antara harapan-harapan dan kebutuhan-
kebutuhan masyarakat dengan pertimbangan-pertimbangan di dalam 
keputusan hakim ( Soerjono Soekanto, 1989 : 109-110 ). Dengan kata 
lain, perhatian mereka, penganut sociological jurisprudence dan legal 
realism, masih tetap terbatas pada fakta sosial yang punya makna yuridis, 
yaitu fakta yang dipandang relevan secara yuridis dan dinilai penting 
dalam rangka pembentukan hukum ( Soetandyo Wignjosoebroto, 1996 :  
4 ). Mungkin karena alasan tersebut sehingga Soerjono Soekanto ( 1989 : 
109-110 ) menggolongkan kedua pendekatan tersebut ke dalam tipe 
pendekatan tradisional. 
Ketiga, pendekatan yang dilakukan oleh penyokong ajaran 
behavioral jurisprudence ( ilmu hukum perilaku ). Studi ini lahir sebagai 
reaksi atas kelemahan studi tradisional dan studi yang dilakukan oleh 
penganut ajaran sociological jurisprudence dan legal realism 
sebagaimana telah dikemukakan di depan. Namun, kehadiran pendekatan 
yang bersifat perikelakuan ( behavioral ) ini tidak bermaksud untuk 
menggantikan peran ketiga pendekatan tersebut, tetapi untuk 
melengkapinya. Sebab setiap pendekatan mempunyai manfaatnya 
masing-masing apabila diterapkan sesuai dengan maksud dan tujuannya. 
Bahkan, ada kecenderungan dalam hasil penelitian membuktikan bahwa 
seringkali pendekatan-pendekatan tersebut diterapkan secara bersama-
sama agar dapat diperoleh hasil yang lebih baik yang menggambarkan 
kelengkapan dari seatu pendekatan yang bersifat multidisipliner                 
( Soerjono Soekanto, 1989 : 107-108 ). 
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Secara harfiah toeri ilmu hukum perilaku ( behavioral 
jurisprudence ) adalah studi yang mempelajari tingkah laku aktual hakim 
dalam proses peradilan. Tingkah laku tersebut dipelajari dalam interaksi 
dan interelasinya antara orang-orang yang terlibat dalam tahap-tahap 
dalam pengambilan keputusan tersebut satu sama lain. Sehingga pusat 
perhatian bukan pada hukum tertulis dan putusan hakim yang bersifat 
formal, melankan pada pribadi hakim dan orang-orang yang terlibat 
dalam peranan-peranan sosial tertentu dalam pengambilan keputusan 
hukum ( Satjipto Rahardjo dalam Antonius Sudirman, 2007  : 32 ). 
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, diperoleh gambaran 
bahwa pendekatan ilmu hukum perilaku berbeda dengan beberapa 
pendekatan sebelumnya, baik pendekatan tradisional maupun pendekatan 
yang dilakukan oleh penganut ajaran sociological jurisprudence dan legal 
realism sebagaimana telah diuraikan di depan. Untuk lebih jelasnya, pada 
tabel di bawah ini akan dikemukakan beberapa perbedaan antara ilmu 
hukum normatif dan ilmu hukum perilaku dalam mengkaji pengadilan. 
Berikut ini perbedaan antara Ilmu Hukum Perilaku dengan Ilmu Hukum 
Normatif  sebagai berikut :  
Tabel 1 
Perbedaan antara Ilmu Hukum Perilaku dan Ilmu Hukum Normatf 
No Ilmu Hukum Perilaku Ilmu Hukum Normatif 
a. Menghubungkan apa yang kita 
anggap tahu dan apa yang dapat 
kita pelajari tentang bagaimana 
orang bertingkah laku dalam 
peranannya mengadili dan dalam 
hubungan kelembagaannya, dengan 
perangkat teori umum tentang 
perilaku orang dalam pengambilan 
keputusan. 
Menekankan pada segi-segi yang 
unik dan “ indiosinkratis “ yang 
dianggap khas pada “ hukum “, “ 
pengadilan “ dan keputusan 
hakim. Membangun teori tentang 
mengadili yang membedakannya 
dari bentuk-bentuk perilaku orang 
yang lain. 
b. Menentukan datanya dari 
pengamatan tentang faktor-faktor 
apa yang mempengaruhi keputusan 
mengadili, nilai-nilai apa yang lebih 
diutamakan dan bagaimana 
Menentukan datanya dari 
pernyataan-pernyataan lisan yang 
kemudian dituliskan untuk 
mempertanggungjawabkan 




mempengaruhi perilaku orang lain. 
mengungkapkan efek dari 
pernyataan tersebut terhadap 
suatu hakekat yang bersifat 
metafisis yang disebut “ hukum “. 
c. Memutuskan perhatian kepada 
manusia-manusia yang berbuat 
dalam peranannya mengadili dan 
tertarik untuk mempelajari hakim 
sebagai orang atau orang sebagai 
hakim. 
Mempelajari lembaga yang 
disebut pengadilan dan tentang 
apa yang dianggapnya sebagai 
suatu pemeriksaan yang obyektif. 
d. Sangat memperhatikan pemahaman 
tentang efek perbedaan kultural( 
dan Subkultural ) terhadap perilaku 
mengadili. 
Mengakui bahwa variasi kultural 
akan menghasilkan perbedaan 
kelembagaan antara pengadilan, 
tetapi tidak memperhatikan 
analisis-analisis silang kultural 
sebagai landasan untuk 
mengidentifikasi kesamaan dan 
perbedaan antara pengadilan-
pengadilan dalam ruang lingkup 
kultur yang berlainan. 
e. Memberikan sumbangan yang 
banyak bagi terciptanya wawasan 
mengenai hakekat dari lembaga-
lembaga peradilan; mengenai 
hubungan antara lembaga tersebut 
dan lembaga-lembaga lain dalam 
masyarakat. 
Citra yang sangat formal dan 
muskil yang dipakai di sini 
mendiskripsikan pengadilan se 
bagai suatu badan politik yang 
statis dan umum di mana-mana, 
yang di dalamnya peranan 
manusia kecil sekali. 
 
Telah diuraikan di depan bahwa fokus utama dalam pendekatan 
ilmu hukum perilaku adalah perilaku hakim dalam proses peradilan. 
Namun, mempelajari perilaku hakim tersebut tidak bisa dilepas-pisahkan 
dari sikap-sikap individual yang yang melekat pada pribadi hakim sebab 
sikap-sikap tersebut sangat menentukan perilaku atau tindakan / 
putusannya. Sehubungan dengan itu, Glendon Schubert ( dalam Satjipto 
Rahardjo, 2000 : 317 ) mengemukakan bahwa hakim itu setuju atau tidak 
setuju terhadap suatu keputusan, bukan karena mereka melakukan 
penalaran yang sama atau berlainan, melainkan karena mereka 
mempunyai sikap-sikap yang sama atau berlainan. Dengan demikian, 
Schubert tampaknya mengabaikan pendidikan dan lingkungan para hakim 
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yang sama, mengabaikan tradisi yang diajarkan kepada mereka serta 
faktor-faktor institusional, seperti stare decisis. 
Teori ini berkembang dengan mengesampingkan sifat normatif 
hukum karena hukum pada hakikatnya adalah pola perilaku nyata              
( patterns of behavior ) dari hakim di dalam persidangan. Sehingga lebih 
menekankan bahwa undang-undang harus disesuaikan dengan kenyataan-
kenyataan dalam masyarakat dan peran hakim tidak boleh menjadi 
terompet undang-undang saja, tetapi harus mampu menjadi pembentuk 
hukum guna merespon perkembangan dalam masyarakat ( Antonius 
Sudirman, 2007 : 30-31 ). Meskipun eksistensi  kemandirian kekuasaan 
kehakiman yang bebas dan mandiri telah diatur dalam berbagai 
perundang-undangan yang berlaku positif di Indonesia, akan tetapi 
menurut kenyataannya tidak semua hakim di Indonesia dapat mengambil 
keputusan secara bebas dan mandiri.  
Menurut  Glenn Patrick ( Kompas, 13 Januari 1999 : hal 15 ) 
bahwa untuk mendapatkan hakim mandiri tidak cukup hanya dengan 
pemisahan lembaga eksekutif dan yudikatif, akan tetapi diperlukan 
langkah-langkah lainnya, antara lain pendidikan hakim yang mandiri, 
perbaikan remunerasi pembenahan sistem perekutan hakim, dan 
pembinaan karier hakim. Lain halnya Dato Param Cumaraswamy              
( Kompas, 12 Januari 1999 : hal 2 ) mengatakan bahwa sulit 
mengharapkan supremasi hukum jika negara tidak melakukan pemisahan 
tegas dan konkret antara eksekutif, yudikatif dan legislatif, bukan hanya 
pemisahan fungsi melainkan adanya pemisahan kekuasaan yang jelas. Di 
samping itu sulit mengharapkan kemandirian hakim jika gaji hakim 
sangat kecil.  
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam 
mempertimbangkan putusan, seperti yang dikemukakan Aloysius 
Wisnusubroto ( 1997 : 88-91 ), antara lain faktor subyektif meliputi sikap 
perilaku hakim yang apriori, emosional, sikap arogance power, moral  
58 
 
dan  faktor obyektif meliputi latar belakang sosial, budaya dan ekonomi 
serta profesional hakim. Lebih jauh ada dua faktor utama yang 
mempengaruhi putusan hakim yakni faktor internal dan eksternal              
( Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005 : 58-63 ) yaitu 
faktor internal yaitu faktor yang mempengaruh kemandirian hakim dalam 
menjalankan tugas dan wwewenangnya yang datang dari dalam diri 
hakim itu sendiri yang meliputi dan berkaitan dengan SDM hakim, 
rekrutmen / seleksi hakim, pendidikan hakim, kesejahterahan hakim. 
Sedangkan faktor eksternal, yaitu faktor yang mempengaruhi putusan 
hakim yang berasal dari luar diri hakim antara lain : (a) peraturan 
perundang-undangan; (b) adanya intervensi terhadap proses peradilan;                  
(c) hubungan hakim dengan penegak hukum lainnya; (d) adanya berbagai 
tekanan, antara lain tekanan dari cabang kekuasaan lain / eksekutif, 
tekanan dari kalangan hakim sendiri dan tekanan dar pihak / salah satu 
pihak yang berperkara; (e) faktor kesadaran hukum dan (f) faktor sistem 
pemerintahan / politik .  
Perbedaan perilaku hakim dalam skap-sikapnya karena pengaruh 
lingkungan sosial dan budaya yang selalu bersentuhan atau berinteraksi 
denga pribadi hakim itu sendiri. Untuk memahami bagaimana interaksi 




























Behavioral View of The Subsystems of any Political 
( Including any Judical ) System 
 
Selanjutnya bagan diatas dapat dijelaskan sebagaimana berikut   
ini : bahwa segmen sosiopsikologis menggambarkan hasil interaksi antara 
sistem sosial dan sistem atribut-atribut serta perilaku-perilakunya. 
Segmen psikokultural mendiskripsikan perpaduan antara sistem budaya 
dan sistem kepribadian, mengenai pemahaman atau konsepsi individu 
tentang peran atau peran-perannya dan ideologi yang diterimanya. 
Segmen sosiokultural menyajikan hasil interaksi antara sistem sosial dan 
budaya, berkaitan dengan pola-pola dari peran-peran institusional dan 
fungsi-fungsi out put dari akomodasi dan pengaturan tingkah laku orang 
lain. Maka dapat disimpulkan bahwa sikap-sikap hakim berbeda-beda 





















sosialnya dengan orang lain dan dengan budaya dan oleh keyakinan-
keyakinan, serta atribut-atribut.  
Berkaitan dengan itu Schubert ( dalam Satjipto Rahardjo, 1986 : 
318 ) dikemukakan bahwa para hakim berbeda-beda dalam sikap-
sikapnya oleh karena masing-masing pada akhirnya memiliki beberapa 
hal untuk dipercayainya dan menolak yang lain sebagai hasil dari 
pengalaman hidupnya. Apa yang dipercaya oleh seorang hakim 
tergantung dari afiliasi politik, agama dan etnisnya, baik formal maupun 
bukan, kariernya di bidang hukum sebelum menjadi hakim. Afiliasi-
afiliasi yang berhubungan dengan perkawinan, status soisial ekonominya, 
pendidikan, dan kariernya. Dalam menerima pengaruih atau rangsangan 
dari luar, baik dari lingkungan sosial maupun budaya , hakim tidak akan 
bertindak sebagai robot, tetapi tindaka tersebut dilakukan sebagai hasil 
dari proses interpretasi terhadap stimulus sosial tersebut.  
Dalam hal hakim tentang pekerjaan mengadili dalam konteks ilmu 
hukum  perilaku dapat digambarkan dalam bagan tersebut dibawah ini : 
Tabel 2 


















Cultural Institutional Policymaking Policies Norms 
 
Ada tiga model alternatif dalam mengnseptualisasikan beberapa 
out put yang lebih penting dari pengambilan keputusan individu, mulai 
dari sudut pandang yang berfokus pada individu, group dan lembaga. 
Dari sudut pandang psikologi, individu membuat keputusan yang berupa 
suara-suara dan pendapat-pendapat dan melibatkannya, baik pada akibat 
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maupun umpan balik dari sebuah komitmen. Dari sudut pandang 
sosiologi, suatu grup mengakomodasi dan mengatur minat-minat yang 
saling berbeda dengan membuat keputusan-keputusan dimana umpan 
baliknya bagi grup berupa pengaturan. Dari sudut pandang kultur, 
institusi memsponsori kebijakan-kebijakan dengan menyediakan umpan 
balik bagi orang-orang yang tinggal dalam suatu budaya tertentu dalam 
bentuk norma-norma.  
Disamping itu menurut Glendon Schubert  ( dalam Antonius 
Sudirman, 2007 : 39 ) ada tiga tipe rasional dalam pengambilan 
keputusan mengadili yakni logis, psikologis dan non sosiologis, yang 
selanjutnya digambarkan pada bagan berikut   ini : 
Tabel 3 
Three Types of Rationality in Adjudicative Decision Making 
Sytem Variable Logical Psychological Nonlogical 



















Cultural Justice Norms Rationales 




Konsep-konsep dalam kolom rasionalitas logis sangat sesuai dengan 
pepatah tradisionil; hakim-hakim adalah manusia yang telah mendapatkan 
suatu ketrampilan hukum tertentu. Yang selanjutnya diterapkan untuk 
menganalisa fakta-fakta yang ditentukan secara sosial. Selanjutnya hakim ini 
bertindak di dalam kerangka suatu kaidah tertentu tentang prosedur 
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pengambilan keputusan, dimana ia memberikan keadilan antara piha-pihak 
yang terlibat dan menegaskan hukumnya, yaitu hukum yang dianggap 
mengontrol tingkah laku orang-orang dalam masyarakat.  
Hakim adalah manusia yang biasa yang dikontrol oleh neurosisnya, 
oleh karena itu mereka memberi reaksi terhadap masalah sosial dengan 
menempatkan kecemasan dalam diri mereka pada obyek-obyek yang ada di 
luar ( sosial ). Pergantian ( displacement ) ini merupakan proses rasionalisasi 
ang diungkapkan para hakim dengan menggunakan argumen-argumen yang 
dapat diterima secara konvensional atau rasioonal dalam upaya 
menyeimbangkan keadaan-keadaan kehidupan yang ada dalam diri mereka.  
Pada rasionalitas psikologis, hakim-hakim menerima informasi 
tertentu mengenai kasus-kasus yang diharapkan dapat mereka putuskan 
sebagai konsekuensi dari fungsi-fungsi input sosial yang berasal dari 
artikulasi, agregasi minat, dan dari interaksi dan komunikasi. Struktur 
sosiopsikologis seperti atribut-atribut hakim dan sikap-sikapnya 
berhubungan dengan dan bergantung pada fungsi-fungsi input dari 
sosialisasi dan rekrutmen. Selanjutnya persepsi, kognisi dan pengambilan 
keputusan merupakan fungsi kepribadian yang mempengaruhi keadaan-
keadaan selanjutnya dalam proses berkelanjutan. Struktur kepribadian yang 
mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang adalah ideologi, dan 
peran-peran individu, yang pertama merupakan pola keyakinan, harapan, 
kewajiban dan menghubungkan pengetahuan, dan yang terakhir adalah 
pemahamannya tentang harapan orang lain dan harapan mengenai 
bagaimana ia mengambil keputusan dan keputusan apa yang harus diambil.  
Dari sudut pandang budaya, fungsi-funsi out put dari pengambilan 
keputusan seorang hakim merupakan norma – norma kebijakan yang 
berhubungan denga pilihan-pilihannya dan dari sudut pandang sosiologi, 
fungsi-fungsi out put memasukkan akomodasi dan aturan, termasuk 
akomodasi pengaturan minat-minat litigant dan orang yang secara langsung 
terpengaruh.   
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B.   Penelitian Yang Relevan 
Penelitian yang berjudul : “ Analisis Putusan Hakim Dalam 
Gugatan Praperadilan Perkara Pidana  Di Pengadilan Negeri Kudus ( Telaah 
Yuridis Mengenai Putusan Hakim Praperadilan Dalam Prespektif Hukum & 
Kebijakan Publik )  pada dasarnya belum ada yang meneliti, termasuk 
penelitian yang mirip atau hampir samapun belum juga ada yang menulis 
atau menelitinya 
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- Normative Theoretical 
- Sociological Amphasis 
PUTUSAN HAKIM  
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Dari bagan diatas dapat digambarkan bahwa di dalam pertimbangan 
hakim dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari hakim antara lain 
pendidikan / SDM, budaya / kultur , wawasan dan lingkungan kelembagaan 
sedang faktor eksternal dipengaruhi oleh sistem politik, sosial, tuntutan / 
input, lingkungan dan biokrasi. Sehingga dalam putusannya Hakim akan 
selalu dipengaruhi oleh transformasi dan rechsidee. Dimana pada akhirnya 
Pengadilan / hakim tidak akan lepas dari pengaruh-pengaruh tersebut dalam 




























A.   Jenis Penelitian 
Sebelum penulis mengemukakan jenis penelitian yang akan 
digunakan, maka terlebih dahulu perlu diuraikan secara singkat mengenai 
metodologi. Metodologi, juga metodologi ( Kamus Bahasa Belanda, 
Wokowasito, 1976 : 401 dalam Setiono 2005 : 3 ) artinya ilmu tentang 
metode-metode.  
Metodologi ( Kamus Bahasa Indonesia, 1999 : 653, dalam Setiono, 
2005 : 3 ) berarti ilmu tentang metode. Metode dalam arti yang umum 
berarti suatu studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang 
mengarahkan suatu penelitian. Metodologi juga berarti cara ilmiah untuk 
mencari kebenaran ( Setiono, 2005 : 3 )  
Penelitian dalam penulisan ini termasuk jenis penelitian hukum  
doktrinal, sedangkan dilihat dari sifatnya termasuk penelitian yang 
deskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti seteliti 
mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dalam hal ini 
suatu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan tentang proses 
prapenuntutan dalam perkara pidana.  
Dalam mempelajari hukum, tentunya tidak boleh lepas dari 5             
( lima ) konsep hukum yang menurut Soetandyo Wignjosoebroto seperti 
dikembangkan oleh Setiono ( 2005 ) adalah sebagai berikut : 
1. Hukum adalah asas-asas moral atau kebenaran dan keadilan yang bersifat 
kodrati dan berlaku universal ( yang menurut bahasa Setiono disebut 
sebagai hukum alam ). 
2. Hukum merupakan norma atau kaidah yang bersifat positif di dalam 
sistem perundang-undangan. 
3. Hukum adalah keputusan-keputusan badan peradilan dalam penyelesaian 
kasus atau perkara ( in concreto ) atau apa yang diputuskan oleh hakim. 
4. Pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel 
sosial yang empirik. 
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5. Manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak 
dalam interaksi mereka ( yang menurut bahasa Setiono disebut sebagai 
hukum yang ada dalam benak manusia ). 
 
Penelitian ini merupakan  jenis penelitian normatif atau konsep 
hukum yang ketiga yaitu hukum adalah apa yang diputuskan oleh Hakim in 
concreto dan tersistematis sebagai Judge Made law. Dalam proses-proses 
peradilan sebagai bagian dari upaya hakim untuk menyelesaikan kasus atau 
perkara, dan mempunyai kemungkinan sebagai precedent bagi kasus-kasus 
atau perkara-perkara berikutnya ( Burhan Ashshofa, 2001 : 33 ). Dengan 
demikian hukum dikonsepkan sebagai norma yang merupakan produk dari 
seorang hakim ( Judgments ) pada waktu hakim itu memutuskan suatu 
perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan 
bagi para pihak yang berperkara ( Burhan Ashshofa, 2001 : 33 ).  
Oleh karena hukum dikonsepkan sebagaimana tersebut diatas maka 
spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Dimana setiap 
norma yang baik yang berupa asas moral keadilan, ataupun yang telah 
dipositifkan sebagai hukum perundang-undangan maupun yang judge made 
law selalu eksis sebagai bagian dari suatu sistem doktrin atau ajaran ( ajaran 
bagaimana hukum harus diketemukan atau diciptakan untuk menyelesaikan 
perkara ), maka penelitian hukum yang berdasarkan hukum sebagai norma 
ini disebut sebagai penelitian normatif atau doktrinal dan metodenya disebut 
sebagai metode doktrinal ( Burhan Ashshofa, 2001 : 33-34 ). Disamping itu 
dikaji juga mengenai  court behavioral / perilaku hakim  dengan analisis 
logika deduksi. Adapun bentuk penelitian “ diagnostik “ yaitu suatu 
penelitian untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya 







B.   Lokasi Penelitian 
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan 
mengambil lokasi antara lain :  
1. Kantor Pengadilan Tinggi Jawa Tengah  
2. Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah  
3. Kantor Pengadilan Negeri Kudus  dan Pati  
4. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret ; 
5. Perpustakaan Fakultas Hukum UNS 
6. Perpustakaan Program Pascasarjana UNS  
 
C.  Jenis dan Sumber Data 
Apabila diperhatikan judul dan permasalahan tersebut diatas maka 
konsep hukum dalam penelitian ini adalah hukum sebagai apa yang 
diputuskan oleh hakim in concreto dan tersistematis sebagai judge made 
law.  Menurut  Soetandyo Wignyosoebroto  jika hukum dikonsepkan 
sebagai apa yang diputuskan oleh hakim in concreto dan tersistematis 
sebagai judge made law maka metode penelitiannya adalah doktrinal 
bersaranakan terutama logika deduksi untuk membangun sistem hukum 
positif. Sehingga berdasarkan konsep tersebut, spesifikasi penelitian ini 
adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Sebab setiap norma baik 
yang berupa asas moral, keadilan ataupun yang telah dipositifkan sebagai 
hukum per undang-undangan maupun Judge made selalu eksis sebagai 
bagian dari suatu sistem doktrin atau ajaran-ajaran yaitu tentang bagaimana 
hukum harus ditemukan atau diciptakan untuk menyelesaikan sesuatu 
perkara, maka setiap penelitian  hukum yang mendasarkan hukum sebagai 
norma ini disebut sebagai penelitian hukum normatif atau doktrinal dan 
metodenya disebut sebagai metode doktrinal ( Burhan Ashshofa, 1996 : 33 ). 
Oleh karena konsep hukum dalam penelitian ini adalah  apa yang diputuskan 
oleh hakim in concreto dan tersistematis sebagai judge made law maka 
obyek penelitian ini adalah putusan hakim Pengadilan Negeri Kudus yang 
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merupakan data sekunder dengan cakupan penelitian terhadap asas-asas 
hukum.  
Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau 
doktrinal  maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data 
sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari 
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier            
( Soejono Soekamto, 2003 : 123 ). 
Adapun bahan-bahan hukum dalam penelitian ini dapat disajikan 
sebagai berikut : 
1. Bahan hukum primer  
Bahan Hukum Primer meliputi antara lain :   
a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.  
b) Undang-Undang Nomor   16  Tahun 2004   tentang Kejaksaan. 
c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman   
d) Peraturan perundang-undangan dan asas-asas yang berkaitan dengan 
proses prapenuntutan dan penuntutan  perkara pidana.  
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya 
dengan bahan hukum primer berupa bahan pustaka seperti buku, majalah, 
hasil penelitian, makalah dan lainnya..  
3. Bahan hukum tersier, meliputi bahan yang memberikan kelengkapan 
informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder pada 
prinsipnya mencakup antara lain :  
a) Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan-bahan 
hukum primer dan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama 
bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.  
b) Bahan-bahan hukum primer, sekunder dan penunjang ( tersier ) di 
luar bidang hukum, misalnya berasal dari bidang sosiologis, 
ekonomi, ilmu politik, filsafat dan lainnya., yang oleh peneliti hukum 
dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian     
( Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003 : 33 ) Sesuai dengan 
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pengertian bahan tersier tersebut, maka bahan tertier bidang hukum 
yang diperlukan dan dijadikan penunjang untuk penelitian ini adalah 
eksklopedia, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan bahan-
bahan lain yang dapat memberkan penjelasan terhadap hukum primer 
dan sekunder.   
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Pada penelitian doktrinal atau normatif pengumpulan data dilakukan 
melalui studi kepustakaan dengan menggunakan penelusuran katalog yang 
merupakan suatu daftar yang memberikan informasi tentang koleksi yang 
dimiliki kepustakaan ( Burhan Ashofa, 1998 : 105 ). 
Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini berupa data yang 
berasal dari studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan 
hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier dianalisis  secara kualitatif 
dengan logika deduksi, dengan memperhatikan konsep hukum sebagai 
keputusan-keputusan yang diciptakan hakim ( in concreto ) dalam proses-
proses peradilan sebagai bagian dari upaya hakim untuk menyelesaikan 
sengketa atau perkara ( Burhan Ashshofa, 1998 : 33 ). 
Penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi kaidah hukumnya dari 
isi putusan hakim yang terdiri dari tiga bagian yaitu ( Soerjono Soekanto 
dalam Sri Mamudji, 2003 : 68 ). 
1. Pertimbangan-pertimbangan tentang fakta-fakta yang ditemukan oleh 
hakim setelah memeriksa perkara  (  Premis Minor  ). 
2. Pertimbangan-pertimbangan tentang bagaimana hukumnya dalam perkara 
tersebut yang ditemukan oleh hakim berdasarkan fakta-fakta tersebut         
( Premis Mayor ). 
3. Berdasarkan premis minor dikaitkan dengan premis mayor  dapatlah 
diputuskan  in concreto  berupa dictum yang merupakan konklusi. 
 
Dari putusan tersebut dapat dirumuskan kaidah hukumnya dan 
selanjutnya diteliti asas-asas hukumnya. Bentuk katalog yang digunakan 
adalah katalog buku, sedangkan jenis atau macam katalog adalah buku dan 
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peraturan,. Adapun peraturan-peratuan yang diperlukan dan penelitian ini 
diperoleh dari buku-buku yang berisi himpunan peraturan, yang meliputi 
Undang-Undang, Yurisprodensi Indnesia, Putusan Pengadilan Negeri.  
Teknik Pengumpulan Data dengan studi kepustakaan melalui tahap-
tahap sebagai berikut : 
a. Mencatat bahan-bahan pustaka atau literatur sesuai materi penelitian di 
perpustakaan melalui katalog, buku dan computer ataupun secara manual. 
b. Menginventarisasi norma-norma hukum yang terdapat dalam bahan 
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 
c. Menginventarisasi asas-asas hukum dan teori-teori hukum. Mencari 
kesesuaian materi norma-norma hukum positif dengan asas-asas hukum 
dan teori-teori hukum. 
 
Untuk memperoleh data penelitian, akan dilakukan dengan 
menggunakan beberapa teknik sebagai berikut : 
1. Studi Kepustakaan 
Pengumpulan data melalui studi kepustakaan ini akan dilakukan 
menggunakan teknik content identification terhadap bahan-bahan Hukum 
yang akan diteliti, yaitu dengan membuat lembar dokumen yang 
berfungsi untuk mencatat informasi atau data dari bahan-bahan Hukum 
yang diteliti berkaitan dengan masalah penelitian yang sudah dirumuskan, 
meliputi data-data sebagai  berikut : 
1) Buku-buku literature 
2) Perundang-undangan  
3) Dokumen-dokumen. 
2. Oleh karena penelitian ini juga menyangkut mengenai perilaku hakim        
( court behavioral  ), maka sebagai data penunjang / pelengkap digunakan 
juga teknik wawancara langsung dengan responden yang dipilih dan 






E.  Teknik Analisis Data 
Setelah semua data terkumpul, dilanjutkan dengan langkah analisis 
data. Analisis data bertujuan untuk menemukan jawaban atas perumusan 
masalah sebagaimana yang telah ditetapkan. Mengingat persoalan yang 
diajukan dalam penelitian ini bersifat tinjauan atas tindakan kebijakan maka 
digunakan teknik analisis data kualitatif. Dengan kata lain, data tidak 
bersifat angka ataupun diangkakan untuk statistik, tetapi bentuknya 
merupakan informasi naratif. Karena itu sasarannya tidak mementingkan 
banyaknya data, tetapi yang diutamakan detail dan kerinciannya. Adapun 
pengertian analisis data kualitatif dapat dipahami sebagai suatu cara analisis 
yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh 
responden secara tertulis atau lisan juga perilaku yang nyata, yang diteliti 
dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh ( Soerjono Soekanto, 1988 : 154 ). 
Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dianalisis 
dengan menggunakan logika deduksi, yaitu dengan memperhatikan kosep 
hukum sebagai keputusan-keputusan yang diciptakan oleh hakim ( in 
concreto ) dalam proses-proses peradilan sebagai bagian dari upaya hakim 
untuk menyelesaikan kasus atau perkara. 
Data sekunder yang diperoleh dalam inventarisasi data-data melalui 
studi kepustakaan dengan menggunakan logika deduksi, yaitu pola berpikir 
dari hal-hal yang bersifat umum ( premis mayor ) yaitu teori-teori mengenai 
perundang-undangan yang baik, ke hal-hal yang khusus ( premis minor ), 
yaitu kenyataan mengenai praperadilan, hal ini untuk membangun sistem 
hukum positif. Setelah menginventarisasi data-data diperlukan langkah 
selanjutnya peneliti mengadakan pengelompokan atau klarifikasi data sesuai 
dengan pokok masalah berdasarkan teori-teori dan asas-asas hukum. 
Selanjutnya adalah mengindentifikasi kaidah hukum dari putusan hakim 
praperadilan yang terdiri dari tiga bagian yaitu : 
1. Pertimbangan-pertimbangan tentang kenyataan-kenyataan yang didapati 
hakim setelah memeriksa perkara.  
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2. Pertimbangan-pertimbangan tentang hukumnya dalam perkara ini yang 
ditentukan oleh hakin berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut.  
3. Amarnya atau diktumnya, yaitu setelah mengindentifikasikan hukum dari 





























BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN  PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian  
1. Kasus Posisi I 
Bahwa Junaidi al. Jumadi Bin Nasri dan Sunardi al. Potek Bin 
Samo ( Pemohon ) mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan 
Negeri Kudus, atas penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh 
Kepala Kepolisian Resor Kudus ( Kapolres ) Kudus dan Kepala 
Kepolisian Sektor Kaliwungu. Adapun alasan yang diajukan Pemohon, 
bahwa perintah penangkapan dan penahanan tersebut tidak memenuhi 
syarat formal yang ditentukan Pasal 17 KUHAP, sehingga surat perintah 
penangkapan dan penahanan tersebut cacat hukum dan tidak sah. 
Terhadap permohonan praperadilan tersebut maka Termohon mengajukan 
eksepsi sebagai berikut : bahwa permohonan pra peradilan mengandung 
Gemis Aanhoedaning Heid artinya orang yang ditarik sebagai termohon 
tidak tepat dengan alasan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU 
Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI yaitu Polri dibawah 
Presiden, oleh karena itu berpegang pada Pasal tersebut maka seharusnya 
permohonan ditujukan kepada pemerintah RI cq. Kapolri dan selanjutnya 
secara hierarkhis disebutkan instansi di bawahnya yang secara nyata 
melakukan perbuatan penyidikan, bukan langsung Kapolres dan 
seterusnya.  
 Bahwa permohonan praperadilan mengandung Error In Personna 
yaitu Plurium Litis Consortium artinya orang yang ditarik sebagai 
termohon tidak lengkap karena dalam surat permohonan Praperadilan, 
pemohon hanya menunjuk dua pihak saja sebagai termohon yaitu 
Kapolres Kudus dan Kapolsek Kaliwungu. Padahal perbuatan hukum 
yang telah dilakukan oleh para termohon telah selesai dan berkas perkara 
telah dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Kudus dengan nomor 
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B/412/03.18/Ep.1/IV/2005 Tertanggal 6 April 2005 dan telah dinyatakan 
P 21, dengan demikian secara yuridis formal kewenangan dan 
pertanggungjawaban atas perkara juga ada pada Kejaksaan Negeri Kudus.  
             Adapun dasar pertimbangan keputusan Hakim Pengadilan Negeri 
Kudus terhadap gugatan Praperadilan ini antara lain sebagai berikut :  
1. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 10 huruf a KUHAP, 
yang berbunyi : Pra Peradilan adalah wewenang pengadilan negeri 
untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini, tentang : 
a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas 
permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa 
tersangka; 
b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian 
penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; 
c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau 
keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak 
diajukan ke pengadilan. 
2. Menimbang, bahwa memperhatikan bunyi Pasal 1 butir 10 huruf a 
serta dihubungkan dengan Pasal 78 KUHAP maka Pengadilan Negeri 
Kudus menyatakan dirinya berwenang untuk menerima, memeriksa 
dan mengadili permohonan Pra Peradilan dari Para Pemohon yang 
ditujukan kepada Para Termohon tersebut di atas; 
3. Menimbang, bahwa sebelum membahas lebih lanjut tentang 
permintaan Pra Peradilan sebagaimana dikemukakan oleh Para 
Pemohon tersebut di atas, maka terlebih dahulu perlu 
dipertimbangkan tentang keterangan Kuasa Pemohon maupun 
informasi yang disampaikan oleh Kuasa Termohon dalam 
persidangan tentang telah ditetapkannya hari persidangan atas 
perkara Terdakwa JUNAIDI alias JUMADI Bin NASRI dan 
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SUNARDI alias POTEK Bin SAMO ( Pemohon I dan Pemohon II ) 
pada tanggal 21 April 2005 oleh Majelis Pengadilan Negeri Kudus; 
4. Menimbang, bahwa apakah benar perkara atas nama Terdakwa 
JUNAIDI alias JUMADI Bin NASRI dan SUNARDI alias POTEK 
Bin SAMO ( Pemohon I dan Pemohon II ) tersebut telah ada 
penetapan tentang hari sidang atau sudah dimulainya pemeriksaan, 
perkara tersebut oleh Pengadilan Negeri Kudus maka Hakim Pra 
Peradilan terlebuh dahulu akan memeriksa dan meneliti tentang 
bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam 
perkara ini. 
5. Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dan penelitian bukti-bukti surat 
yang diajukan oleh Pemohon I JUNAIDI alias JUMADI Bin NASRI 
dan SUNARDI alias POTEK Bin SAMO yaitu berupa : P-1 s/d P-6 
tidak diperoleh kenyataan tentang penetapan hari sidang atau sudah 
mulai diperiksanya perkara PermohonI dan Pemohon II tersebut di 
atas. Demikian pula halnya dari pemeriksaan dan penelitian bukti-
bukti surat yang diajukan oleh Termohon I KAPOLRES Kudus dan 
Termohon II KAPOLSEK Kaliwungu ( Resort Kudus ) yaitu berupa : 
T.1 dan T.2-1. s/d T.2-8. Juga tidak diperoleh kenyataan tersebut. 
6. Menimbang, bahwa namun demikian Hakim menemukan adanya 
fakta-fakta notoir sebagai berikut di bawah ini, yaitu : 
a. Bahwa berdasarkan Papan Pengumuman Jadawal persidangan 
perkara pidana Pengadilan Negeri Kudus pada : Kamis, tanggal 21 
April 2005, ternyata perkara atas nama terdakwa Junaidi alias 
Jumadi Bin Nasri dan terdakwa Sunardi alias Potek Bin Samo 
telah diumumkan dalam perkara Nomor : 51/Pid.B/2005/PN.Kds., 
dengan susunan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara 
tersebut adalah : Sucipto, SH.  ( Ketua Majelis ), Suko Triyono, 
SH. ( Anggota ) dan Sri Widyastuti, SH. ( Anggota ); 
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b. Bahwa pemeriksaan perkara atas nama terdakwa JUNAIDI alias 
JUMADI Bin NASRI dan SUNARDI alias POTEK Bin SAMO 
dalam perkara Nomor : 51/Pid.B/2005/PN.Kds. telah mulai 
diperiksa dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, 
tanggal 21 April 2005 oleh Majelis yang diketuai oleh : Sucipto, 
SH., yang selanjutnya telah dimulai pemeriksaan tentang identitas 
para terdakwa tersebut; 
7. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut pada sub a dan 
sub b di atas, yang menurut Hakim adalah merupakan peristiwa 
notoir, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang dianggap harus 
diketahui oleh seorang Hakim karena diketahuinya dari sumber yang 
umum berupa papan pengumuman tentang jadwal persidangan 
perkara-perkara pidana maupun perdata pada Pengadilan Negeri 
Kudus, yang setiap harinya selalu diumumkan guna diketahui oleh 
khalayak umum. Sehingga pengumuman tentang telah 
dicantumkannya perkara Nomor : 51/Pid.B/2005/PN.Kds. atas nama 
para terdakwa JUNAIDI alias JUMADI Bin NASRI dan SUNARDI 
alias POTEK Bin SAMO termasuk sebagai peristiwa yang 
diketahui umum. 
8. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (2) 
KUHAP berbunyi : Hal yang secara umum sudah diketahui tidak 
perlu dibuktikan. Hal itu sesuai pula dengan Yurisprudensi 
Mahkamah Agung tertanggal 22 Agustus 1956 yang menyatakan 
bahwa pengetahuan dari Hakim ( peristiwa notoir ) tidak perlu 
dibuktikan lagi ( vide : Sudikno Merto Kusumo, Prof. DR. SH., 
Hukum Acara Perdata Indonesia, hal. 100, Penerbit Liberty, 
Yogyakarta, 1982 ); 
9. Menimbang, bahwa dengan telah dimulainya pemeriksaan perkara 
atas nama terdakwa JUNAIDI alias JUMADI Bin NASRI dan 
SUNARDI alias POTEK Bin SAMO dalam perkara pidana Nomor : 
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51/Pid.B/2005/PN.Kds., maka sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat 
(1) sub d yang berbunyi : dalam hal suatu perkara sudah mulai 
diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai 
permintaan  kepada Pra Peradilan belum selesai, maka permintaan 
tersebut gugur; 
10. Menimbang, bahwa berdasarkan urutan tersebut di atas Hakim Pra 
Peradilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa pemeriksaan 
permintaan pra peradilan tidak perlu dilanjutkan dan harus 
dinyatakan gugur demi hukum; 
11. Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena tidak ada 
biaya-biaya yang dikeluarkan, maka biaya perkara harus dinyatakan 
sebesar nihil. 
 
2. Kasus Posisi II  
Bahwa Pemohon mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan 
Negeri Kudus dengan nomor No.02/Pid.Pra/2005/PN Kudus, dengan 
alasan perintah penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon 
terhadap pemohon Nomor.Pol SPRINT.KAP/32/2005/RESKRIM dan 
No.Pol SPRINT HAN/ 53/ II/RESKRIM ( Kepolisian Resort Kudus ) dan 
diperpanjang penahanan dengan No. Pol. B.267/0.3.18/Ep.1/03/05 adalah 
tidak sah, melawan hukum dan keadilan karena surat penahanan 
termohon tidak pernah disampaikan / diberikan kepada keluarga 
Termohon ( Pasal 21 ayat (3) KUHAP.  
Bahwa atas permohonan tersebut Pemohon mengajukan eksepsi 
sebagai berikut : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP yang 
menjadi materi / ruang lingkup Pra Peradilan adalah tentang sah atau 
tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau 
penghentian penuntutan serta ganti kerugian  dan atau rehabilitasi bagi 
seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan 
atau penuntutan. Sedangkan dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh 
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Pemohon sebagaimana dalam poin 1 sampai dengan poin 5 kecuali poin 5 
b dan 5 c dalam permohonan Pra Peradilannya kesemuanya mengupas 
masalah proses penyidikan terhadap Pemohon yang mana hal tersebut 
bukan merupakan ruang lingkup Pra Peradilan dan juga bukan merupakan 
lingkup kewenangan Termohon. Bahwa terhadap dalil dari Pemohon 
yang menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan oleh Termohon 
terhadap Pemohon tersebut adalah tidak sah atau melawan hukum dan 
keadilan maka kami selaku Termohon sependapat dan menolak secara 
tegas karena penahanan tingkat penuntutan yang dilakukan oleh 
Termohon terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 c, 
20 ayat (2), 21, 22, 25 KUHAP. Bahwa terhadap perkara pidana atas 
nama Pemohon oleh Termohon telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri 
Kudus pada tanggal 20 April 2005 sebagaimana dalam surat pelimpahana 
perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-464/0.3.18/Ep.1/04/2005 dan 
oleh Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 21 April 2005 telah 
dikeluarkan penetapan hari sidang dan penetapan penahan Pemohon. 
Bahwa persidangan perkara pidana atas nama Pemohon telah 
dilaksanakan sebanyak 2 ( dua ) kali yaitu pada Hari kamis tanggal 28 
April 2005 dan pada hari Senin tanggal 02 Mei 2005. Bahwa di dalam 
ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP mengatur dalam hal suatu 
perkara sudah mulai diperiksa Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan 
mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka 
permintaan tersebut “ Gugur “ oleh karenanya sesuai dengan ketentuan 
Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP tersebut maka sudah seharusnya 
permohonan praperadilan yang diajukan oleh permohonan dinyatakan 
gugur. 
Adapun dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kudus dalam 
gugatan praperadilan ini sebagai berikut :  
1. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 10 huruf a yang 
menyatakan bahwa Pra Peradilan adalah wewenang Pengadilan 
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Negeri untuk memeriksa dan memutus cara yang diatur dalam 
Undang-undang ini tentang : 
a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas 
permintaan tersangka, keluarganya atau pihak lain atas kuasa 
tersangka; 
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian 
penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; 
c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau 
keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak 
diajukan ke pengadilan. 
2. Menimbang, bahwa memperhatikan bunyi Pasal 1 butir 10 huruf a 
serta dihubungkan dengan Pasal 78 KUHAP maka Pengadilan Negeri 
Kudus menyatakan dirinya berwenang untuk menerima, memeriksa 
dan mengadili permohonan Pra Peradilan dari Pemohon yang 
diajukan kepada Termohon tersebut di atas. 
3. Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar pernyataan secara 
lisan yang diajukan oleh Kuasa Pemohon yang pada pokoknya 
menyatakan bahwa perkara atas nama terdakwa telah dilimpahkan ke 
Pengadilan Negeri Kudus yang terdaftar dalam register Nomor 
57/Pid.B/2005/PN.Kds. dan memperhatikan serta meneliti jawaban / 
sanggahan Termohon khususnya tentang surat keterangan No. B-
464/0.3.18/Ep.1/04/2005 yang menyatakan bahwa perkara atas nama 
terdakwa telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kudus. 
4. Menimbang, bahwa selanjutnya dikuatkan pula dengan adanya Fakta 
Notoir ( Notaire Ficten ) dimana hal-hal yang khalayak umu telah 
mengetahuinya tidak perlu dibuktikan, dimana pemeriksaan perkara 
terdakwa Muchamad Chozyin telah dilakukan : 
a. Sidang sudah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh 
Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut; 
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b. Dalam persidangan tersebut telah dibacakan Surat Dakwaan dan 
dilanjutkan dengan pembacaan Eksepsi dari Penasehat Hukum 
Terdakwa. 
5. Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan Yurisprudensi 
Mahkamah Agung tanggal 22 Agustus 1956 ( Hukum, 1957 No. 1 – 
2 Hal. 118 ) menyatakan bahwa pengetahuan sendiri dari Hakim 
merupakan alat pembuktian yang sah, yang penilaiannya tidak 
tunduk pada kasasi. 
6. Menimbang, bahwa selanjutnya selain dari pada hal-hal yang 
kebenarannya telah diketahui sendiri ( uiteigen wetenschap ) oleh 
Hakim maka Hakim hanya diperbolehkan menerima kebenarannya 
sesuatu hal yang diajukan oleh salah satu pihak yang berperkara, atau 
cukup adanya alat-alat bukti sebagai yang ditentukan oleh Undang-
undang dimana Undang-undang tidak member peraturan, Hakim 
adalah bebas di dalam menentukan, dengan demikian telah ternyata 
bahwa perkara atas nama terdakwa Muchamad Chozyin telah 
diperiksa di Pengadilan Negeri Kudus. 
7. Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 
(1) huruf d KUHAP ( Undang-undang No. 8 Tahun 1981 ) 
dinyatakan bahwa : Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa 
oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai 
permintaan kepada Pra Peradilan belum selesai, maka permintaan 
tersebut Gugur. 
8. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas 
dikuatkan dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Pasal 82 
ayat (1) hurif d KUHAP maka Hakim Pra Peradilan berpendapat dan 
berkesimpulan bahwa pemeriksaan perkara pra peradilan tidak perlu 
dilanjutkan dan harus dinyatakan gugur demi hukum. 
9. Menimbang, bahwa selanjutnya telah ternyata pula dari pihak 
keuangan Pengadilan Negeri Kudus tidak ada biaya yang dikeluarkan 
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untuk perkara ini demikian juga dari pihak Pemohon maupun pihak 
Termohon, maka biaya perkara harus dinyatakan Nihil. 
Dari hasil penelitian yang berupa keputusan hakim Pengadilan 
Negeri Kudus tersebut, maka penulis mengadakan wawancara untuk 
mendapatkan  dukungan data kepada responden terpilih, yang berkisar 
pada faktor-faktor penyebab ditolaknya / tidak dikabulkannya suatu 
permohonan gugatan pra peradilan, sebagai berikut : Edi Wibowo              
( Hakim PN Kudus ) menyatakan bahwa secara substansi hukum 
ditolaknya permohonan praperadilan tersebut sudah sesuai dengan 
ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP yang menyatakan apabila 
pemeriksaan praperadilan belum selesai atau belum diputus, ternyata 
perkara pokok dimana pemohon praperadilan menjadi tersangka atau 
terdakwa mulai diperiksa oleh pengadilan negeri yang berwenang, maka 
permohonan pemeriksaan praperadilan gugur. Memang ketentuan ini 
selama ini dinilai dan dirasakan sebagai salah satu kelemahan KUHAP, 
karena dalam praktek hukum ketentuan ini sering dimanfaatkan untuk 
menggugurkan praperadilan; (2) Darsono Syarif Raianom ( Hakim PN. 
Kudus ); ketentuan bahwa putusan praperadilan harus sudah diputus 
selambat-lambatnya dalam waktu 7 ( tujuh ) hari sesuai ketentuan Pasal 
82 ayat (1) huruf c KUHAP, dalam praktek sering kali terhambat 
mengingat agenda sidang yang terlalu padat dan ditambah jumlah hakim 
yang belum memadai dengan pemeriksaan kasus-kasus yang masuk ke 
pengadilan negeri; (3) Daru Handoyo ( Penasihat Hukum ); dalam 
praktek sering kali pemeriksaan praperadilan ditunda dan sengaja diulur-
ulur waktunya sehingga waktu pemeriksaan perkara pra peradilan yang 
hanya selama 7 ( tujuh ) hari tersebut tidak lagi mencukupi. Hal ini 
dimungkinkan perkara pokok mulai diperiksa di pengadilan yang 
sekaligus menggugurkan acara pemeriksaan praperadilan (4) Moh. Yamin 
( Penasihat Hukum ), apabila dilihat dari ketentuan yang berlaku 
mengenai tindakan aparat penegak hukum terdapat unsur-unsur subyektif 
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dalam penyidikan maupun penuntutan terhadap tersangka / terdakwa, 
dimana hal yang subyektif inilah yang sering dijadikan alasan untuk 
melakukan kewenangan dalam hal tindakan terus atau tidaknya 
penyidikan / penangkapan, penahanan, dan penuntutan terhadap 
tersangka / terdakwa.  (5) Sri Widiastuti  ( Hakim PN Kudus ); memang 
dalam praktek seringkali gugatan praperadilan selalu gugur demi hukum, 
yaitu sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHAP. Hal ini dapat terjadi 
karena disebabkan sering pula sidang pengadilan ditunda, dimana pada 
akhirnya gugatan permohonan praperadilan kehabisan waktu sesuai 
ketentuan Pasal 82 ayat (2) KUHAP. Alasan yang sering dipakai dalam 
penundaan sidang antara lain hakim yang sibuk, padatnya jadwal sidang 
atau dengan alasan jumlah hakim yang relatif lebih sedikit dibandingkan 
dengan jumlah perkara yang masuk. (6) Sulistiyono ( Hakim PN Kudus ), 
bahwa yang menjadi kendala pemeriksaan cepat dalam perkara 
praperadilan terkadang harus ditunda baik kearena tidak hadirnya 
pemohon atau termohon / kuasanya, juga disebabkan padatnya acara / 
agenda sidang perkara yang lain dan mendesak sifatnya misalnya 
perkara-perkara tindak pidana khusus, sudah hampir habisnya masa 
penahanan terdakwa. Hal lain yang memaksa tertundanya sidang karena 
sempitnya waktu yang diberikan dalam proses pemeriksaan praperadilan 
( 7 hari ), padahal hari kerja / hari sidang efektif mulai hari Senin-Kamis, 
itupun dibagi dalam perkara perdata dan perkara pidana. (7) Moh. Yamin 
( Penasihat Hukum ), menyatakan bahwa kecepatan pemeriksaan perkara 
praperadilan ini tergantung pada moral para penegak hukum, dimana 
sebenarnya pemeriksaan praperadilan tersebut cukup singkat dan hanya 
memutuskan gugatan mengenai sah / tidaknya tindakan yang dilakukan 
oleh penegak hukum ( Polri dan Jaksa ) semata. Waktu yang diberikan 
selama 7 ( tujuh ) hari adalah waktu yang dapat digunakan secara 
maksimal dan efektif, karena sedikitnya / sederhananya pemeriksaan 
materi  praperadilan. Lebih jauh sebenarnya tergantung pada kemauan 
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para penegak hukum untuk menyelesaikan gugatan praperadilan tersebut, 
hanya saja terkesan adanya “ permainan “ antar penegak hukum sehingga 
praperadilan tersebut akhirnya dianggap “ gugur “ demi hukum hanya 
disebabkan tidak efektifnya penggunaan waktu yang ditentukan; (8) 
Bambang ( LSM Amanat Rakyat ), memang sering terjadi adanya 
semacam “ permainan “ antar penegak hukum yang dengan sengaja 
mengulur-ulur waktu sampai perkara pokoknya disidangkan. Hal yang 
demikian ini sangat merugikan masyarakat pencari keadilan pada 
umumnya, sehingga terkesan lembaga praperadilan dalam pelaksanaanya 
di lapangan hanya merupakan lembaga yang tidak dapat berfungsi sama 
sekali. Apalagi tidak adanya saluran hukum ( banding / kasasi ) yang 
dapat digunakan lagi dalam mengontrol tindakan-tindakan aparat penegak 
hukum; (9) Sapto ( LSM PARAFF ), menurut pengamatan selama ini 
begitu adanya gugatan permohonan praperadilan, maka aparat penegak 
hukum yang diajukan sebagai termohon praperadilan berusaha 
semaksimal mungkin agar perkara pokoknya dapat cepat diserahkan ke 
Pengadilan untuk segera ditetapkan waktu pemeriksaan pokok 
perkaranya. Sering pula materi / substansi perkara pokok hanya sekedar 
dibuat dan diajukan, karena pada prinsipnya hanya ingin agar supaya 
permohonan praperadilan tersebut gugur demi hukum (10) Subarkah          
( LSM GEMPAR ), berhasil atau tidaknya gugatan permohonan 
praperadilan sebenarnya lebih cenderung pada serius atau tidaknya para 
penegak hukum karena selama ini kebanyakan tidak dikabulkannya 
gugatan praperadilan disebabkan gugur demi hukum, oleh adanya 
dimulainya pemeriksaan perkara pokok di Pengadilan. Tidaklah benar 
dan beralasan bahwa alasan terbatasnya jumlah hakim, padatnya acara 
persidangan sehingga dapat menunda pemeriksaan praperadilan, karena 
sidang pemeriksaan praperadilan  “ hanya “ dipimpin oleh seorang hakim 
/ hakim tunggal. Di samping itu materi / substansinya gugatan 
praperadilan singkat, sangat mudah dan sederhana. (11) Wachid Usman      
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( Hakim PN KUDUS ), selama ini memang terkesan bahwa praperadilan 
yang diajukan lebih bersifat teknis untuk memberikan kesan tindakan 
aparat penegak hukum telah melampaui tugas dan wewenangnya, 
terkadang juga hanya digunakan untuk mencoba-coba mempersoalkan 
tindakan aparat penegak hukum ( Polri dan Jaksa ) dengan harapan 
permohonannya dikabulkan dan pokok perkaranya selesai. Hal ini juga 
dapat dilihat pada materi gugatan / permohonan praperadilan yang sering 
justru mempersoalkan materi pokok perkara, bukan mempersoalkan sah / 
tidaknya tindakan aparat penegak hukum tersebut. (12) Paino (Jaksa / 
JPU  ), kebiasaan yang tejadi dalam masyarakat, khususnya yang terkena 
dalam proses peradilan pidana, seringkali memanfaatkan lembaga 
praperadilan untuk sengaja / mencoba-coba mengalihkan persoalan pokok 
dengan mempertanyakan keabsahan tindakan penegak hukum terhadap 
dirinya / kliennya. Terkadang lembaga ini digunakan untuk mengulur-
ulur waktu untuk sekedar mengalihkan perhatian. Hal ini merupakan 
suatu upaya yang dilakukan untuk mencoba menghindari / mengelak 
terhadap tuduhan / dakwaan terhadap dirinya/ kliennya. Tidak jarang 
upaya hukum ini dilakukan oleh Penasihat Hukum untuk memberi kesan 
bahwa tindakan aparat penegak hukum terhadap dirinya / kliennya 
tersebut salah / tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. (13) 
Daru Handoyo  ( Penasihat Hukum ), hampir menjadi suatu kebiasaan 
bahwa aparat penegak hukum melakukan kesalahan dapat melakukan 
tindakan baik penangkapan dan diikuti penahanan tidak sesuai dengan 
ketentuan KUHAP, hal mana kemudian baru dilengkapi prosedur 
administrasinya apabila terjadi gugatan / permohonan praperadilan. 
Kebiasaan tersebut menunjukkan sikap yang arogan, yang dipicu adanya 
kewenangan yang ada pada dirinya / instansinya, padahal seharusnya 
justru merekalah yang taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. Apalagi jika masyarakat / pencari keadilan atau mereka yang 
terkena proses peradilan pidana sangat minim / awam terhadap ketentuan 
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perundang-undangan yang berlaku. Dari hal ini dimungkinkan terjadinya 
“ pemerasan “ yang dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum 
terhadap masyarakat / mereka yang terkena perkara pidana. (14) Drajat   
( LSM Gempar ), adanya kewenangan yang diatur dalam ketentuan 
hukum / perundang-undangan yang justru sering kali dimanfaatkan oleh 
oknum-oknum aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan yang 
sewenang-wenang, misalnya adanya kewenangan melakukan penilaian 
secara subyektif dalam melakukan penangkapan, penahanan terhadap 
seseorang tersangka / terdakwa.  
 
B. Pembahasan  
Dari hasil penelitian dan wawancara tersebut diatas, maka 
selanjutnya diadakan pembahasan untuk menjawab perumusan 
permasalahan sebagai berikut :  
1. Mengenai  ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 
mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ) 
terdapat Pasal-pasal yang mengatur tentang Praperadilan, antara lain 
Pasal 77 s/d Pasal 97 KUHAP. Adapun yang menjadi permasalahan 
adalah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 82 KUHAP yang menyangkut 
acara pemeriksaan praperadilan antara lain : dalam waktu tiga hari 
diterimanya permintaan, maka hakim yang ditunjuk menetapkan hari 
sidang ( ayat 1 huruf a ), pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan 
selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan 
putusannya ( huruf c ) dan dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa 
oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan 
kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur           
( huruf d ). Apabila dilihat secara teliti maka khususnya ketentuan 
mengenai terdapat ketentuan yang sangat krusial yaitu ketentuan Pasal 82 
ayat (1) huruf d yaitu mengatur tentang  gugurnya permintaan / 
permohonan gugatan praperadilan apabila perkara pokok sudah mulai 
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diperiksa di pengadilan negeri. Padahal waktu pemeriksaan untuk 
permohonan praperadilan hanya dibatasi selama 7 hari pemeriksaan, 
hakim sudah menjatuhkan keputusannya ( Pasal 82 ayat (1) huruf c ). Hal 
inilah yang selalu menjadi “ dilema “ dalam upaya penegakan keadilan 
bagi pencari keadilan, karena disatu sisi  UU memberikan kesempatan / 
peluang untuk mengadakan koreksi / pengawasan / kontrol terhadap 
aparat, tetapi disisi lain tidak adanya ketentuan yang mengatur lebih jelas 
/ tegas mengenai boleh / tidaknya pemeriksaan praperadilan tersebut “ 
ditunda “, dengan mengingat terbatasnya waktu yang hanya 7 ( tujuh ) 
hari tersebut. Oleh karena tidak adanya ketentuan mengenai keefektifan 
waktu 7 ( tujuh ) hari permohonan praperadilan harus sudah diputus, 
maka pada pelaksanaannya sering terjadi pemeriksaan “ ditunda ” dengan 
berbagai alasan. Disamping itu ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d selalu 
menjadi batu sandungan upaya pemeriksaan praperadilan, karena dengan 
dalih ketentuan ini maka kebanyakan permohonan praperadilan selalu 
gagal / ditolak / gugur demi hukum. Ketidakjelasan mengenai apa yang 
dimaksud dengan “ sudah dimulai “ pemeriksaan dalam ketentuan ini, 
sering menjadi perdebatan yaitu diantara mulai ditetapkan / diumumkan 
pemeriksaan perkara atau sudah dimulainya pemeriksaan mengenai         
“ substansi “ perkara pokoknya. Demikian juga ketentuan dalam Pasal 83 
yang menyatakan putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding       
( ayat 1 ), kecuali putusan tidak sahnya penghentian penyidikan atau 
penuntutan dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi                
( ayat (2) ). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi upaya hukum 
apabila permohonn praperadilan ditolak / tidak dikabulkan oleh hakim 
pengadilan negeri.  Dalam prakteknya berhasil atau tidaknya permohonan 
praperadilan yang diajukan oleh masyarakat / pencari keadilan  
sepenuhnya tergantung pada itikad baik / moral para penegak hukum 
terutama Hakim di Pengadilan Negeri. Hal ini mengingat bahwa dengan 
sempitnya / terbatasnya waktu pemeriksaan, maka seharusnya secara 
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moral tidak ada lagi upaya “penundaan“ sidang pengadilan dengan 
berbagai alasan antara lain padatnya jadwal sidang, berhalangan / sakit, 
atau alasan yang lain. Penundaan sidang pemeriksaan sangat 
mempengaruhi kecepatan / keefektifan penyelesaian / keputusan hakim 
dalam memutuskan perkara praperadilan tersebut. Disamping itu 
penundaan terkesan memberikan kesempatan bagi Termohon ( aparat 
penegak hukum  ) untuk secepatnya menyelesaikan persyaratan perkara 
pokoknya agar dapat segera disidangkan. Hal ini akhirnya dapat 
menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap 
efektifitas lembaga prapradilan bagi tegaknya keadilan.  
Memang dalam permohonan pemeriksaan prapradilan, sering juga 
digunakan oleh Pemohon ( masyarakat ), yaitu untuk  menunda 
pelaksanaan pemeriksaan perkara pokok yang memang dirasakan 
kebenarannya atau sebagai test case / secara psikologis mengenai 
keseriusan aparat penegk hukum dalam mengusut kasus, dengan dalih  
mempersoalkan kewenangan aparat penegak hukum dalam proses 
penyidikan maupun penuntutan. Hal ini terlihat dalam substansi / materi 
permohonan yang terkesan mengada-ada, memasukkan materi / substansi 
perkara pokok, bukan lagi masalah kewenangan aparat penegak hukum. 
Atau adanya kemungkinan lain yaitu belum pahamnya mereka mengenai 
fungsi dan persyaratan pengajuan permohonan praperadilan. Di sisi yang 
lain upaya praperadilan yang hanya memutuskan tidak sahnya 
penangkapan, tidaklah menjadi halangan bagi aparat penegak hukum 
untuk dapat segera melakukan penangkapan kembali disertai prosedur 
yang sah.  
2. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Hakim dalam 
menjatuhkan keputusan antara lain faktor internal dan faktor eksternal 
diri hakim itu sendiri, yaitu menyangkut pada faktor pendidikan / SDM, 
sistem rekrutmen, kesejahterahan hakim. Sedangkan faktor eksternal 
terdiri dari faktor perundang-undangan , adanya intervensi terhadap 
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proses peradilan baik itu dari lembaga negara yang lain maupun dari 
kalangan hakim  / lingkungan  sendiri , hubungan hakim dengan penegak 

































A. Kesimpulan  
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan,  maka 
faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya putusan hakim praperadilan 
Pengadilan Negeti Kudus yang menolak / tidak mengabulkan permohonan 
praperadilan disebabkan antara lain : 
1. Adanya ketentuan perundangan-undangan dalam UU Nomor 8 Tahun 
1981 ( KUHAP ) dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c dan d yang menyatakan 
bahwa pemeriksaan permohonan gugatan praperadilan tersebut 
dinyatakan gugur apabila perkara pokoknya sudah mulai diperiksa di 
pengadilan negeri. Tidak adanya batasan / rumusan yang jelas mengenai    
“ sudah dimulainya “ pemeriksaan perkara pokoknya, apakah mulai 
ditetapkan hari sidang / pengumuman hari sidang, atau pemeriksaan 
pendahuluan atau pemeriksaan mengenai substansi pokok perkaranya. 
Hal inilah dalam praktek yang sering penafsiran yang berbeda-beda, yang 
pada akhirnya sangat merugikan kepentingan pencari keadilan / 
masyarakat. Di sisi lain tidak adanya kejelasan mengenai adanya batas 
waktu selama 7 ( tujuh ) hari untuk selesainya pemeriksaan praperadilan, 
yang dalam prakteknya selalu adanya “ penundaan “ sidang pemeriksaan 
dengan berbagai alasan. Disamping itu adanya ketentuan tidak adanya 
upaya hukum terhadap putusan praperadilan ( Pasal 83 ayat (1), kecuali 
tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan ( Pasal 83 ayat (2) ). 
Disamping itu adanya kewenangan aparat penegak hukum yang bersifat 
subyektif sering kali menjadi hambatan dalam pemeriksaan sidang 
praperadilan, yang mana kewenangan tersebut tidak diatur secara jelas 
dalam peraturan perundang-undangan terkait. Sehingga terkesan bahwa 
efektif / lancar tidaknya pemeriksaan permohonan praperadilan 
sepenuhnya tergantung pada itikad baik / moral aparat penegak hukum itu 
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sendiri. Hal ini disebabkan tidak adanya aturan yang memberikan sanksi 
apabila waktu yang demikian singkat tersebut tidak dapat dipenuhi. 
Sering kali lembaga praperadilan digunakan dengan sengaja untuk 
mengulur-ulur waktu pemeriksaan perkara pokok, hanya test case / secara 
psikologis terhadap keseriusan aparat penegak hukum. Atau bahkan 
menjadikan praperadilan untuk sekedar upaya negoisasi perkara terhadap 
aparat penegak hukum. Atau adanya kemungkinan tidak paham / 
mengertinya masyarakat pencari keadilan terhadap fungsi lembaga 
praperadilan tersebut. 
2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan 
keputusan antara lain faktor internal yaitu faktor yang mempengaruhi 
kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang 
datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri, dan berkaitan denan sumber 
daya manusia ( SDM ) hakim itu sendiri, antara lain mulai dari rekrutmen 
/ seleksi untuk diangkat jadi hakim, pendidikan hakim, kesejahterahan. 
Sedangkan faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi 
putusan hakim yang berasal dari luar diri hakim, antara lain peraturan 
perundang-undangan, adanya intervensi terhadap proses peradilan, 
hubungan hakim dengan penegak hukum lain, adanya tekanan, kesadaran 
hukum dan faktor sosial dan politik.   
 
B. Implikasi  
Dari kesimpulan diatas maka konsekuensi yang timbul antara lain sebagai 
berikut :  
1. Ketidakpastian mengenai penafsiran ketentuan Pasal 82 ayat (1) hurud c 
dan d UU Nomor 8 Tahun 1981 mengenai KUHAP, maka akan dapat 
menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga 
praperadilan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kekosongan hukum 
yang berakibat pada belum dapat terjaminnya perlindungan hak-hak asasi 
masyarakat pencari keadilan.  
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2. Timbulnya sikap arogan dan kesewenang-wenangan aparat penegak 
hukum, yang dikhawatirkan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan 
dalam proses peradilan, menimbulkan ketidakpastian hukum dan 
ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum 
 
C. Saran-saran 
1. Diperlukan penyempurnaan ketentuan Pasal 82 ayat (1) hurud c dan d 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu memberikan batasan-
batasan yang tegas baik mengenai “ tidak “ boleh ditundanya 
pemeriksaan permohonan praperadilan dalam sidang pengadilan, waktu 
dimulainya pemeriksaan perkara pokok disebutkan dimulainya pada acara 
pemeriksaan mengenai substansi perkara pokoknya, karena justru dalam 
substansi perkara pokok inilah kewenangan aparat penegak hukum mulai 
dipertanyakan.  
2. Perlu dibentuk adanya lembaga pengawasan baik internal maupun 
eksternal, independent yang bertugas mengawasi jalannya pemeriksaan 
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